BUPATIENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA STRATEGIS

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2025 - 2026

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat

(1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pangganti

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

menjadi Undang-undang dan menindaklanjuti Instruksi

Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang

penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir
pada tahun 2023 dan daerah otonom baru, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026;

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara...




Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pangganti Undang-undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan  Peraturan Daerah  Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2025-
2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa
depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan
sumber daya yang tersedia.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
Renstra PD adalah dokumen perencanaan strategis Perangkat
Daerah untuk periode 5 {lima) tahun.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Ende yang
selanjutnya disebut Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Ende
adalah rencana 5 (lima) tahunan yang menggambarkan analisis
lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan
sasaran, strategi, serta evaluasi kinerja.

4 Perencanaan...




10.

11.

12.

13.

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses
penyusunan tahapan- tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai
unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna permnanfaatan dan
pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan sosial dalam lingkup daerah dalam jangka waktu
tertentu.

Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara
terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah
untuk mewujudkan visi Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan
daerah untuk 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 -
2025

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan
daerah untuk 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2019-2024.
Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang
dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata,
baik dalam aspek pendapatan, kesempatan Kkerja, lapangan
berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing,
maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses
penyusunan rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan
untuk menghasilkan dokUumen perencanaan selama 1 (satu) tahun.
Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk
masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan
dengan keglatan dan hasil pembangunan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD
adalah rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan
dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk 1 (satu) tahun.
Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang
berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya
yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan
misi.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu
atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari
pencapaian sasaran secara terukur pada suatu program dan terdiri
dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa

Personal...




14.

15.

16.

17.

18.

19,

20.
=l
22.
23,

24.

ks

26.

personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana,
atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai
masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam

bentuk barang atau jasa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut
APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

Visi adalah rumusan umum tentang keadaan yang diinginkan pada
akhir periode perencanaan Tahun 2024.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1
(satu) tahun.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka
menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat
dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan,
mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.
Daerah adalah Kabupaten Ende.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.

Bupati adalah Bupati Ende.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende;
Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur
pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.

Sekretariat Daerah vyang selanjutnya disebut Setda adalah
Sekretariat Daerah Kabupaten Ende.

Sekretaris Daerah adalah Kepala Sekretariat Daerah Kabupaten
Ende.

BABII...




BAB I
PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

(1) Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam
sistern perencanaan pembangunan nasional.

(2) Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan pemerintah daerah
bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan
kewenangan masing-masing.

(3) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi
dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika

perkembangan daerah dan nasional.

Pasal 3

Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan,
responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan
berkelanjutan.

BAB 111
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

(1) Renstra Sekretariat Daerah disusun dengan maksud untuk menjamin
adanya keterkaitan , kesinergisan dengan Rencana Pembangunan
Daerah dalam setiap Perencanaan, Penganggaran serta Pelaksanaan
program dan kegiatan setiap tahun anggaran.

(2) Tujuan Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah adalah :

a. Sebagai dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat
Daerah setiap tahun.

b. Sebagai pedoman dalam Penyusunan Anggaran Sekretariat Daerah
yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA)
disetiap bagian.

¢. Sebagai acuan dalam memberikan arahan mengenai strategi
pembangunan, sasaran-sasaran Strategi, kebijakan umum, program
dan kegiatan pembangunan yang akan dicapai dalam 2 (dua) tahun
ke depan.

d. Sebagai alat kendali dalam menjalankan tugas pokok dan

fungsinya.

BAB IV..




(1)

()

BAB IV
RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ENDE

Renstra Sekretariat Daerah i‘iﬁin52025-2026 memuat kebijakan
serta program kegiatan Sekretariat Daerah yang berpedoman pada
Perubahan RPD Tahun 2025-2026.
Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
BAB 1 Pendahuluan
BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
BAB 1II Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah
BAB IV Tujuan dan Sasaran
BAB V Strategi dan Arah Kebijakan
BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
BAB VIII Penutup
Pasal 6

Sistematika Renstra Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (2) tercaltum pada lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan Peraturan Bupati ini.

(1)

(2)

(1)

()

BAB V
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA STRATEGIS

Rasall 7

Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah melibatkan semua personil
aparatur Sekretariat Daerah dan sektor terkait untuk membangun
komitmen dalam pelaksanaan Kegiatan Sekretariat Daerah selama 5
(lima) tahun.

Penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan
kebutuhan-kebutuhan dan kondisi yang terjadi yang merupakan
program prioritas.

Pasal 8

Rancangan Akhir Renstra disampaikan kepada Sekretaris Daerah
untuk diverifikasi.

Dokumen Rancangan Akhir Renstra hasil verifikasi Sekretaris Daerah
diajukan ke Bagian Hukum untuk proses penetapan menjadi

Peraturan Bupati.

(3)Sekretaris...




(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

Sekretaris Daerah menyebarluaskan Peraturan Bupati Ende tentang
Renstra  Sekretariat Daerah kepada semua Pejabat Pengawas
Administrator dan Pelaksana lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten
Ende.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA KABUPATEN ENDE

Bagian Kesatu
Pengendalian

Pasal 9

Sekretaris Daerah melalui masing-masing Pejabat Pengawas dan
Administrator melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan
Renstra Sekretariat Daerah

Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:

a. kebijakan perencanaan;

b. pelaksanaan; dan

c. evaluasi.
Pasal 10

Pengendalian pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah meliputi
pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan
dan sasaran agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan
yang ditetapkan bersama.

Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh Pejabat
Pengawas dan Administrator lingkup Sekretariat Daerah meliputi
realisasi kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi dalam
proses pelaksanaan kegiatan.

Hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan program sebagaimana
dimaksud pada ayat (2} disusun dalam bentuk laporan bulanan untuk
disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Para Asisten,
Fungsional Perencana Ahli Muda sub koordinator substansi
perencana yang diketahui oleh Kepala Bagian Perencanaan dan

Keuangan.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 11
Sekretaris Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan
Renstra Sekretariat Daerah.

(2)Evaluasi...




2)

(1)

(2)

(1)

{2)

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi
terhadap:

a. Pelaksanaan Kegiatan Program Sekretariat Daerah; dan

b. Hasil pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah.

Pasal 12

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra  Sekretariat Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan oleh

masing- masing Bagian dan dikoordinasikan dengan Sekretaris

Daerah.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen
rencana pembangunan daerah, pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan daerah; dan

b. Menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi masing -
masing Bagian dalam rangka pencapaian Renstra Sekretariat
Daerah.

Bagian Ketiga
Perubahan

Pasal 13

Renstra Sekretariat Daerah dapat diubah dalam hal :
a. terjadi perubahan yang mendasar, atau
b. merugikan kepentingan lembaga dan/atau masyarakat.

Perubahan Rensra Sekretariat Daerah ditetapkan dengan Peraturan

Bupati Ende.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Alokasi anggaran pada setiap program dan kegiatan yang termuat dalam

Renstra dimaksud, masih bersifat pagu indikatif dan dapat berubah,

bertambah atau berkurang tergantung pada kemampuan keuangan

daerah setiap tahun anggaran.

Pasal 15...




Pasal 15

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati
Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah
Kabupaten Ende Tahun 2019 - 2024, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal L1 A F ril 2024

Diundangkan di Ende
pada tanggal B A‘o nwl 2024

AERAH KABUPATEN ENDE(

FINUS G. NGASU
ZA1 KABUPATEN ENDE TAHUN 2024 NOMOR |6
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BABI
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis (Renstra)
Perangkat Daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJMD). Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra
Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran Organisasi
pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing
Perangkat Daerah.

Dengan dikeluarkanya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi
Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berahkir Pada Tahun 2023 dan
Daerah Otonom Baru dimana peraturan ini merupakan tindak lanjut dari
ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur
pelaksanaan pemilu kepala daerah dilakukan secara serentak pada Tahun 2024,
maka Bupati Ende yang merupakan salah satu kepala daerah yang masa jabatan
yang berahkir tahun 2023, diamanatkan untuk menyusun Dokumen Perencanaan
Pembangunan Menengah Daerah yang diikuti pula dengan penyusunan Rencana
Strategis Perangkat Daerah (Renstra) Sekretariat Daerah Kebupaten Ende Tahun
2024-2026.

Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tetapi dengan adanya Instruksi Menteri
Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 maka Renstra disusun untuk 2 (dua) tahun
yaitu periode 2025-2026. Dokumen Restra Perangkat Daerah memuat tentang
tujuan, sasaran, program dan kegiatan selama kurun waktu 2 (dua) tahun, yang
mengacu pada tugas pokok dan fungsi.

Renstra ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan
Daerah (RPD) Kabupaten Ende tahun 2025-2026 yang dimplementasikan melalui
pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program untuk
mewujudkan tujuan dan sasaran Pembanguan Daerah Kabupaten Ende,
kemudian dokumen Renstra Perangkat Daerah di evaluasi dan dikendalikan untuk
mendapatkan kesesuaian dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah

(RPD) Kabupaten Ende Tahun 2025-2026.
fahun 2025- .




Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Ende Tahun
2024-2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Ende Tahun 2024-2026. Dalam penyusunannya Renstra Perangkat
Daerah melewati tahapan-tahapan seperti persiapan penyusunan, penyusunan
rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat
daerah/lintas perangkat daerah, perumusan rancangan ahkir dan penetapan
Rantra, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluvasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Mennegah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Keraj Pemerintah
Daerah.

Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten
Ende Tahun 2024 -2026 dapat diliat dalam Gambar 1.1

Gambar 1.1
Alurdan Tata Cara PenyusunanRenstraPerangkat Daerah
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1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang dijadikan landasan dalam penyusnan Rencana
Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024-2026 adalabh:

Rencana Strategis Daerah Kabpaten Ende Tahun 2025-2026




1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Tingkat Il dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat
dan Nusa Tenggara Timur;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, TambahanLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700)

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang — Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah,;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

12 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 TAhun
2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi,
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1.3.

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan
Dokumen Perencanaan, Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Periode
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berahkir Pada Tahun
2024,

14. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ende Tahun 2005-2029;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ende 2011-2031.

16. Peraturan Daerah Kabupten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende (Lembaran
Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 11, tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Ende Nomor 11);

17. Peraturan Bupati Ende Nomor 43 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Ende;

18 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019-2024
(Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 2019.

19.Peraturan Bupati Ende Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan
Daerah (RPD) Kabupaten Ende Tahun 2025-2026

Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah kabupaten Ende
dimaksudkan sebagaii Menjamin adanya keterkaitan, kesinergisan dengan

Rencana Pembangunan Daerah dalam setiap Perencanaan, Penganggaran serta

Pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahun anggaran oleh Sekretariat

Daerah Kabupaten Ende. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 adalah sebagai :

1. sebagai dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat
Daerah setiap tahun

2. sebagai pedoman dalam Penyusunan Anggaran Sekretariat Daerah
yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran
(RKA) disetiap bagian

3. sebagai acuan dalam memberikan arahan mengenai strategi pembangunan,
sasaran-sasaran strategis, kebijakan umum, program dan kegiatan

pembangunan yang akan dicapai dalam jangka waktu 2 (dua) tahun ke depan

lahun 2025-2026




4. sebagai alat kendali dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB

BAB

BAB

BAB

BAB
BAB
BAB
BAB

Sistematika penulisan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten
Ende tahun 2025-2026 terdiri dari :
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1.1
13
13
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24
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42
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Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Sumber Daya Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

: Permasalahan dan Isu -isu Strategis Perangkat Daerah
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
Isus-Isu Strategis

: Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah 2025-2026

Cascading Kinerja Perangkat Daerah

: Strategis dan Arah Kebijakan

: Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

: Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

: Penutup




BAB Il
GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN ENDE

2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten
Ende

Kedudukan Seketariat Daerah yang merupakan unsur staf, dipimpin oleh
Sekretaris Daerah bertanggungjawab Membantu Bupati dalam penyusunan
kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Sekretariat Daerah
Kabupaten Ende, Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban
menyelenggarakan fungsi :

a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;

b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerabh,

c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan
fungsinya.

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ende terdiri terdiri atas:
a. Sekretaris Daerah ;

b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
a. Bagian Pemerintahan terdiri dari :

1. Subbagian Administrasi Pemerintahan:;

2. Subbagian Administrasi Kewilayahan;

3. Subbagian Kerjasama dan Otonomi Daerah.

b. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:

1. Subbagian Bina Mental Spiritual;

2. Subbagian Kesejahteraan Sosil;

3. Subbagian Kesejahteraan Masyarakat.

c. Bagian Hukum, terdiri dari:
1. Subbagian Perundang-Undangan;
2. Subbagian Bantuan Hukum;

3. Subbagian Dokumentasi dan Informasi.

c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:
a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari:
1. Subbagian Pembinaan BUMD dan BLUD;

2. Subbagian Perekonomian;




3. Subbagian Sumber Daya Alam.
¢. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari :
1. Subbagian Penyusunan Program,;
2. Subbagian Pengendalian Program;
3. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan
d. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari :

1. Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
2. Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

3. Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.

. Asisten Administrasi Umum terdiri dari :
a. Bagian Umum, terdiri dari:
1. Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
2. Subbagian Perlengkapan;
3. Subbagian Rumah Tangga.
b. Bagian Organisasi, terdiri dari :
1. Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
2. Subbagian Pelayanan Publik;
3. Subbagian Kerjasama dan Reformasi Pimpinan.
¢. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan terdiri dari :
1. Subbagian Protokol
2. Subbagian Komunikasi Pimpinan
3. Subbagian Dokumentasi Pimpinan
d. Bagian Perencanaan dan Keungan, terdiri dari :
1. Subbagian Perencanaan;
2 Subbagian Keuangan;

3. SubbagianPelaporan.

. Staf Ahli Bupati terdiri dari :
1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;

2. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan;

3. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya
Manusia.

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dapat

dilihat dalam Tabel di bawah ini.

lahun 2025-2026 -




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

“KRETARIAT DAERAH
KABUPATEN ENDE
BUPATI
WAKIL BUPATI
1, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
2. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan
3. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan, | _ SEKRETARIS DAERAH
dan Sumber Daya Manusia
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN ASISTEN PEREKONOMIAN ASISTEN ADMINISTRASI
KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PEMBANGUNAN UMUM
BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN ADMINISTRASI BAGIAN BAGIAN BAGIAN PROTOKOL DAN | | BAGIAN PERENCANAAN BAGIAN
PEMERINTAHAN| |KESEJAHTERAAN RAKYAT HUKUM PEREKONOMIAN DAN SDA PEMBANGUNAN PBJ Umum KOMUNIKASI PIMPINAN DAN KEUANGAN ORGANISASI
_ | J i
_l Jabatan Fungsional —l‘ Jabatan Fungsianal _l Jabatan Fungsional _J Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional | | Jabatan Fungsional SuBag Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional
Protokol
Jabatan Fungsional




2.1.1.

2.1.2

Sekretaris Daerah

Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam
penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan
tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.Sekretaris Daerah dalam
melaksanakan tugas dan kewajiban menyelenggarakan fungsi:
1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi

daerah

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan

fungsinya.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas

membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan Kkebijakan daerah di bidang

pemerintahan, hukum dan kerjasama dan pengkoordinasian penyusunan

kebijakan daerah di bidang kesra, pengkoordinasian pelaksanaan tugas

perangkat daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah

di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud asisten

Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, hukum dan
kerjasama

2. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesra

3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tata
pemerintahan, hukum, dan kerjsama

4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan daerah di bidang tata
pemerintahan, hukum dan kerjasama

5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian
tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang
mempengaruhi pencapaian tujuan Kebijakan di bidang kesra

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang tata
pemerintahan, hukum, kesra dan kerjasama yang berkaitan dengan

tugasnya




Dalam melaksanakan tugas pokokAsisten Pemerintahan dan Kesra membawahi:

1. Bagian Pemerintahan

2. Bagian Hukum

3. Bagian Kesra

2.2.2.1. Bagian Pemerintahan

Bagian Pemerintahan menyelenggarakan tugas melaksanakan

penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian perumusan

kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah,

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan

pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi

kewilayahan dan kerjasama dan otonomi daerah.

Bagian Pemerintahan melaksanakan fungsi :

.

Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi
pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan kerjasama dan otonomi
daerah

Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusana kebijakan daerah di
bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan
kerjasama dan otonomi daerah

Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah
di bidang administrasi pemerintahan, administrasi keWilayahan dan
kerjasama dan otonomi daerah

Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang administrasi keWilayahan dan kerjasama dan otonomi
daerah

Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang
administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerjasama dan
otonomi daerah

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat

2.2.2.2. Bagian Kesejahteraan Rakyat

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

kebijakan di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan

Masyarakat.




Bagian Kesejahateraan Rakyat melaksanakan fungsi :

1. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di
bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat

2. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan
masyarakat

3. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan dampak yang tidak diinginkan
dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang
keagamaan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat

4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleb Asisten Pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan fungsinya

2.2.2.3. Bagian Hukum
Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan
kebijakan daerah, pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah,
pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan
pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum
dan dokumentasi dan informasi
Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi :
1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-
undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi
2. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di
bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan
informasi
3. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan
informasi
4. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang
perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi
5 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintana dan

Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya

2.1.3 Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyal tugas membantu
Sekretaris Daerah dalam pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah,
pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan kebijakan

daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

-l




perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaa barang dan jasa dan
sumber daya alam
Dalam melaksanakan tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan

menyelenggarakan fungsi :

1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian,
administrasi pembangunan dan sumber daya alam

2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang
perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan
sumber daya alam

3. Penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa

4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
pengadaan barang dan jasa

5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian
tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang
mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian,
administrasi pembangunan dan sumber daya alam

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang
perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan

sumber daya alam yang berkaitan dengan tugasnya

2.1.3.1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam melaksanakan
pengkoordinasian  perumusan  kebijakan daerah, pengkoordinasian
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian dan
sumber daya alam

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggaraan fungsi :

1. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di
bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian dan sumber daya
alam

2. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian dan sumber daya
alam

3. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan daerah terkait
pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor
yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pembinaan
BUMD dan BLUD, perekonomian dan sumber daya alam

4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan

Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya




2.1.3.2. Bagian Administrasi Pembangunan
Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang penyusunan program dan evaluasi dan pelaporan

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggaraan fungsi :

1. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di
bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi
pelaporan

2. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan
pelaporan

3. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan
dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang
penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan

Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya

2.1.3.3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan Kkebijakan daerah, pengkoordinasian perumusan
kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan
barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik,
pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggaraan fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan
pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara
elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa

2. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di
bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan
pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan
barang dan jasa

3. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan
pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan

barang dan jasa




4. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan
layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi
pengadaan barang dan jasa

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan

Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya

2.1.4 Asisten Administrasi Umum
Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris

Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan Kkebijakan,

pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol

dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Administrasi Umum menyelenggarakan

fungsti:

1. Penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang umum, protokol dan komunikasi pimpinan
dan perencanaan dan Keuangan

3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang organisasi

4. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evalasi di bidang umum,
organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan
keuangan

5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kkebijakan daerah di bidang
organisasi

6. Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada instansi
daerah

7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang
organisasi, umum, dan administrasi pimpinan yang berkaitan dengan

tugasnya

2.1.4 1. Bagian Umum
Bagian Umum melaksanakan penyiapan pelaksanaan Kkebijakan dan
pemantauan dan evaiuasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan
kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga
Bagian Umum menyelenggaraan fungsi :
1. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha pimpinan,

staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga

Inde Tahun 2025-2026




2. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata
usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah
tangga

3. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum
yang berkaitan dengan fugasnya

2.1.4.2. Bagian Organisasi
Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah,

pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis

jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan refermasi

birokrasi

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Organisasi menyelenggarakan fungsi

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan
dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan
reformasi birokrasi

2. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan Kkebijakan daerah di
bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata
laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi

3. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
di bidang kelembagaan dan analisis, pelayanan publik, tata laksana serta
kiner ja dan reformasi birokrasi

4 Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan
daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan
tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum

2.1.4 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi
Dalam melaksanakan tugas Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
menyelenggarakan fungsi :
1. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol, komunikasi

pimpinan dan dokumentasi

2. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah

di bidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi




3. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum

yang berkaitan dengan tugasnya

2.1.4 .4, Bagian Perencanaan dan Keuangan

2.1.5

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan keuangan dan
pelaporan
Dalam melaksanakan tugas Bagian Perencanaan dan Keuangan
menyelenggaraan fungsi :

Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang
perencanaan, keuangan dan pelaporan

Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di
bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan

Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor
yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perencanaan,
keuangan dan pelaporan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Adminsitrasi Umum yang

berkaitan dengan tugasnya

Staf Ahli

1. Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf ahli

2. Tugas staf ahli yaitu mewakili Pemerintah Daerah dalam pertemuan ilmiah,
sosialisasi kebijakan di tingkat internasional, nasional, provinsi dan
kebupaten/kota dengan menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan keuangan
daerah.

2.1.5.1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik

Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai tugas
membantu Bupati dengan memberikan telaahan melalui pengkajian analisis
permasalahan, identifikasi, evaluasi, pengkoordinasian dan konsultasi
pelaksanaan tugas bidang pemerintahan, hukum dan politik.
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Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana kegiatan staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan
politik

2. Pengkajian analisis permasalahan bidang pemerintahan, hukum dan
politik

3. Penyelenggarakan identifikasi permasalahan dan evaluasi kebijakan
penyelenggaraan bidang pemerintahan, hukum dan politik

4. Penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi bidang pemerintahan, hukum
dan politik

5. Penelaahan dan pemberian rekomendasi hasil analisis isu-isu strategis
dalam penyelenggaraan pemerintahan, hukum dan politik

6. Mewakili Bupati dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan, hukum dan politik
sekaligus membantu Bupati untuk menyelesakan permasalahan dalam
kegiatan bidang pemerintahan, hukum dan politik

7. Pendampingan kepada tim anggaran pemerintahan daerah dalam
perumusan kebijakanumum anggaran dan priorotas plafon anggaran
sementara

8. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan staf ahli pemerintahan.
Hukum dan politik

9. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
peraturan yang berlaku

2.1.5.2. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan
Staf ahli bidang ekonomi dan keuangan mempunyai tugas membantu

Bupati dengan memberikan telaahan melalui pengkajian  analisis

permasalahan, identifikasi evaluasi pengkoordinasian dan konsultasi

pelaksanaan tugas bidang ekonomi dan keuangan

Staf Ahli Bidang Bidang Ekonomi dan Keuangan menyelenggarakan fungsi

1. Penyusunan rencana kegiatan staf ahli bidang ekonomi dan keuangan

2. Pengkajian analisis permasalah bidang ekonomi dan keuangan

3. Penyelenggaraan identifikasi permasalahan dan evaluasi kebijakan
penyelenggaraan bidang ekonomi dan keuangan

4. Penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi bidang ekonomi dan
keuangan

5. Penelaahan dan pemberian rekomendasi hasil analisis isi-isu strategis
dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang ekonomi dan keuangan

6. Mewakili Bupati dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan di bidang ekonomi
dan keuangan sekaligus membantu Bupati untuk penyelesaian

permasalaha dalam kegiatan bidang ekonomi dan keuangan




7. Pendampingan kepada tim anggaran pemerintah daerah dalam
perumusan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran
sementara

8. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan staf ahli ekonomi dan
keuangan

9. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

peraturan yang berlaku

2.1.5.3. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

Staf Ahli Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya
Manusia mempunyai tugas membantu Bupati dengan memberikan telaahan
melalui  pengkajlan  analisis permasalahan, identifikasi,  evaluasi
pengkoordinasian dan konsultasi pelaksanaan tugas bidang pembangunan
kemasyarakatan dan sumber daya manusia.

Staf Ahli Staf Ahli Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya

Manusia menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana kegiatan staf ahli bidang pembangunan,
kemasyarakatan dan sumber daya manusia

2. Pengkajian analisis permasalahan bidang pembangunan, kemasyarakatan
dan sumber daya manusia

3. Penyelenggaraan indentifikasi permasalahan dan evaluasi kebijakan
penyelenggaraan bidang pembangunan, kemasyarakatan dan sumber
daya manusia

4. Penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi bidang pembangunan
kemasyarakatan dan sumber daya manusia

5. Penelaahan dan pemberian rekomendasi hasil analisis isu-isu strategis
dalam  penyelenggaraan pemerintahan  bidang  pembangunan,
kemasyarakatan dan sumber daya manusia

6. Mewakili Bupati dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan, keuangan dan
kemasyarakatan sekaligus membantu Bupati untuk penyelesaian dalam
kegiatan bidang pembangunan, kemasyarakatan dan sumber daya
manusia

7. Pendampingan kepada tim anggaran pemerintah daerah dalam
perumusan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran
sementara

8. Pemantauan evaluasi dan pelaporan kegiatan staf ahli pembangunan
kemasyarakatan dan sumber daya manusia

9. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

peraturan yang berlaku




2.1.6 Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
bidang tenaga fungisonal sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan
fungsional yang terdapat dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang
keahliannya. Jumlah tenaga fungsional ditentukan sesuaa kebutuhan dan beban
kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan Peraturan

Perundang-Undangan.

1.1. Sumber Daya Perangkat Daerah
Sumber Daya pendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi,
antara lain Sumber Daya manusia, Sarana Prasarana yang terdiri dari aset
tetap dan aset bergerak lainnya serta sumber Daya Keuangan yang

merupakan sumber pembiayaan program dan kegiatan.

2.2.. Sumber Daya Perangkat Daerah
Secara keseluruhan jumlah aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah
Kabupaten Ende pada Tahun 2023 adalah sebanyak 97 orang, jumiah laki-laki
56 orang atau 57,73% dan perempuan 41 orang atau 42 27%,
sedangkan untuk tingkat pendidikan, Sekretariat Daerah Kabupaten Ende
memiliki SDM dengan tingkat Pendidikan sebagai berikut :
- Pendidikan S3 sebanyak 1 orang atau 1%
- Pendidikan S2 sebanyak 1 orang atau 1%
- Pendidikan S1 sebanyak 55 orang atau 57%
- Pendidikan DIV sebanyak - orang
- Pendidikan Dlli sebanyak 2 orang atau 2%
- Pendidikan SMA/Sederajat sebanyak .36 orang atau 38%
- Pendidikan SMP/Sederajat sebanyak -. orang
- Pendidkan SD/Sederajat sebanyak 1 orang atau 1%
Dari data diatas jenjang pendidikan Strata 1 cukup terserap di Sekretariat Daerah
Kabupaten Ende yang dapat mendukung sumber daya manusia dalam
pelayanan kepada masyarakat . selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah

ini.




Tabel 2.21 berikut ini menggambarkan komposisi pegawai di lingkungan

Sekretariat Daerah Kabupaten Ende berdasarkan jenjang pendidikan.
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Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Ende
; NO UNIT KERJA PNS JUMLAH
1 | Staf Ahli Bupati 1 1
2 | Sekretaris Daerah 1 1
3 | Asisten | I, 1N 2 — 2
' 4 | Bagian Pemerintahan 8 8
5 | Bagian Hukum 7 7
6 | Bagian Kesra 6 6
7 | Bagian Organisasi 8 8
8 | Bagian Umum 21 21
9 | Bagian Administrasi Pembangunan 7 7
10 | Bagian Perekonomian dan SDA - e 6 B
11 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan i D 10
12 Bagian Perencanaan dan Keuangan B T W 11
' 13 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa ' 9 9
Total o 7 97 |

| v —_— ]
Sumber Bagian Umum tahun 2023 {November 2023)

Dacrah Kabpaten Ende Tahun 2025-2026
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Tabel 2.2 berikut ini menggambarkan Jumlah PNS di lingkungan Sekretariat Daerah
Kabupaten Ende menurut Jenis Kelamin

Tabel 2.2

Komposisi Aparatur Sipil Negara
Sekretariat Daerah Kabupaten Ende
Berdasarkan Jenis Kelamin

NO UNIT KERJA ASN
L P JUMLAH

1 Staf Ahli Bupati 1 - 1
2 Sekretaris Daerah T E
3 | Asisten | 1IN 2 . 2 |

4 Bagian Pemerintahan 4 4 8

5 Bagian Hukurm 3 4 7

6 Bagian Kesra 4 | 2 6

7 Bagian Organisasi 3 | 5 8

8 Bagian Umum 12 g A

9 Bagian Administrasi Pembangunan 4 5 7

10 Bagian Perekonomian dan SDA 6 - 6
| 11| Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 6 4 10 '_‘
12 Bagian Perencanaan dan Keuangan 4 7 |
13 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 6 3 9
o Total 56 4 o7

Sumber :Bagian Umum tahun 2023 (November 2023)
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Tabel 2.2

b. Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan

Rincian kepegawaian menurut status, pangkat dan golongan lingkup

Sekretariat Daerah ditunjukan pada table sebagai berikut :

|

Rencana Strategis Daerah Kabpaten Inde lahun 2025-202:!




Tabel 2.3:

Rincian Kepegawaian Menurut Status, Pangkat dan Golongan Lingkup Sekretariat Daerah

Kabupaten Ende
No Status Kepegawaian Galf Sekda | As /Staf | Bag Bag. Bag. Bag. | Bag. | Bag Bag. Bag Bag. Bag. Jumlah

Ruang Ahli Pem. | Hukum | Kesra | Umum | Adm. | Ekon. | Prokompim | Perencanaan | Orgnisasi PBJ
Pemb. | SDA & Keuangan
1 | - Pembina Utama Madya I/d 1 1
2 | - Pembina Utama Muda | IV/C 2 2 ]
3 | - Pembina Tk /b 1 1 - - - 1 1 1 5
4 | - Pembina IVfa 1 1 1 1 1 5
5 | - Penata TK| g 2 3 1 1 2 3 1 8 2 2 20
6 | - Penala lilfe 1 1 2 1 1 2 - 2 10
7 | - Penata muda K| lib 2 2 1 6 1 1 3 1 17
8 | - Penata muda It/a 1 4 1 4 3 13
9 | - Pengatur TK | i - 1 1 4 1 1 1 1 10
10 | - Pengatur lie 4 1 1 3 9
11 | - Pengatur Muda TK) Ifb 1 1 2 4
12 | - Pengalur Muda Ifa
13 | - Juru TKI I
14 | - Juru fifc
15 | - Juru Muda TKI Itb
1B | - Juru Muda Ifa
17 | - Juru e 1 1
Totd 1 3 8 7. 6 2 7 5 10 11 8 9 a7

Sumber :Bagian Umum tahun 2023 (November 2023)
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Penata TK. |
Penata Muda
Pengatur

Pengatur TK. !

Pengatur Muda TK. | -

Pernbina Utama Muda

Pembina Utama Madya
Penata Muda TK. |

Data ASN Sekretariat Daerah Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2024 |

Tabel 23 |

Data ini menunjukan bahwa ASN dengan pangkat/golongan Penata TK 1/lll-d terbanyak
menjadi ASN di Sekretariat Daerah Kabupaten Ende.

Rencana Strategis Dacrah Kabpaten Indce Tahun 20232026




c. Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan.
Adapun rincian jumlah pegawai menurut pendidikan, dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4:
Rincian jumlah pegawai menurut pendidikan
Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah
No Status Kepegawaian Golf Sekda As /Staf Bag. Bag Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. | Bagian
Ruang Ahti Pemerintahan | Hukum Kesra Umum | Pembangu Ekonomi Prokompim Perencanaan | PBJ | Organisa | Jml
nan & Keuangan s
1. | PNS
- Slrata 3 1 1
- Strata 2 1 i Z
- Strata 1 2 6 5 5 5 4 4 5 6 7 6 565
- Diploma Il 1 1 2
- Diploma ¥ -
- SMA/Sederajat 2 1 i 15 3 1 5 4 . 2 ¥
~ SMP/Sederajat ' i '
. SD/Sederajat o 1 N B
| TOTAL 1 3 8 7 3 2 7 5 10 1 ) 8 T

Sumber Data: Bagian Umum tahun 2023 (November 2023)
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Berdasarkan Tingkat Pendidikan |
Data ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024

‘ _ Tabel 2.4

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwajumlah ASN di Sekretariat Daerah Kabupaten Ende dengan
tibgkat pendidikan SMA/Sederajat masih banyak tersebar d bagian-bagian yang ada di
Sekretariat Daerah Kabupaten Ende,

. . . - - 8 |
Rencana Strategis Daerah Kubpaten Eude Tahun 2023-2026




Tabel 2.5.Jumlah Pegawai telah mengikuti Dikiat Struktural pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Ende.
Kompasisi Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Ende
Yang Mengikuti Diklat
No | Jenis Diklat Jumlah

1. | Adum/Adumia/Pim I 4

2. | Spama/Diklat Pim Il

3. | Spamen/ Diklat Pim IV f :

|JUMLAH 5

Sumber Data: Bagian Umum tahun 2023 (November 2023)

2. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, di samping

sumberdaya manusia vyang profesional. Alokasi prasarana dan sarana

perkantoran untuk menunjang penyelenggaraan tugas pelayanan saat ini

belum memadai. Adapun sarana prasarana Lingkup Sekretariat Daerah

Kabupaten Ende sebagai berikut :

a. Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
Kondisi perlengkapan atau sarana dan prasarana kerja untuk mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Ende dapat
difungsikan secara optimal sesuai dengan harapan yang diinginkan, demikian
pula upaya pemeliharaan terhadap sarana/prasarana kerja tersebut dapat
dilaksanakan dengan baik. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh
Sekretariat Daerah Kabupaten Ende yang digunakan untuk mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :




Tabel 2.5.

Sarana dan Prasarana pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ende

NO

NAMA BAGIAN

SARANADAN
PRASARANA

JUMLAH

KONDISI

Baik

BAGIAN PEMERINTAHAN

BAGIAN KESEJAHTERAAN

RAKYAT

Toyota Kijang LGX
"Honda / Revo CW
Yamaha/ RX King
Yamaha/ Yupiter

AC

Lemari Kaca

Meja Biro

Kain Gorden

Kursi Kayu
Meja' Biro
Lemari Kayu
Viling Kabinet
Meja Komputer
PE

Laptop

Scaner

Printer

Kipas Angin
Wiralles

Kursi Kayu / Rotan
Kursi Sofa o
Kursi Plastik

NSl =S Al A =) ] ) i

12
13

N RSN

20

Kurang
Baik

Rusak

TOYOTA  /
Standar
Honda/ GL 160 D Mega
AC '

Kursi Pejabat (Putar)

Kijang

Meja Biro
Sofa

Kursi Kayu
Keyboard
Meja' biro
Meja Komputer
Lemari Buku
KipasAngis
PC

Laptop
Printer
Speaker Aktif
Wirrales

TV

Lemari Plastik

Lemari Kayh )

N R Y

_.B_a.p_;mm_xm—-nmm

b M| o=

=

= al x| N = | = O] =

e = .

| al | = ;| =] oo
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Rak Kayu

Kursi Plastik
Proyektor+Attachment
Megaphone

Dispenser

BAGIAN HUKUM

Toyota Kijang LGX
HONDA/ SUPRA X

| Honda / Revo CW

Honda/ Win
Honda/ Beat

' Me]a Biro

Kursi Pejabat (Putar)
Rak Kayu

Sofa

Filing Besi/Metal
White Board
Lemari Kayu
Meja Kayu

Meja Komputer
Laptop

Scaner

Slide Proyektor
PC Unit

TV

Y =k, . =l ek =% = = = —h — F-N —

B e e S % L o T & » L e

-] | =

RN R O U U

= Al al Al N R Al | —a

BAGIAN PEREKONOMIAN

Toyota / Kijang LGX
Honda/ GL 160 D

Yamaha/ All New Soul

‘Kursi Sice
Meja Biro

AC

Papan White Board
Meja Tamu
Lemari Plastik
Gorden
Laptop

Meja’z Biro
Meja Komputer
Kursi

Lemari Arsip
Dispenser
Printer
KipasAngin

"PC Komputer

—

BAGIAN
PEMBANGUNAN

ADMINISTRASH

Mitshubishi / Estrada
Pickup

HONDA/GL

Filing Besi/Metal

Meja Biro

Kursi Pejabat

=l w
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AC
Warles —
Lemari Kayu
ﬁl?ngm Kabinet
Papan Whiteboard
Mejalz Biro

Kursi Plastik

PC

Laptop

Printer

" Kursi Kayu Rotan

infocus

- W o = w

=y

BAGIAN

PENGADAAN

BARANG DAN JASA

Toyota Kijang LGX
'Meja Kabag
Kursi Pejabat
AC

Lemari Rak
Kursi Biru
Kursi Plastik
‘Meja Komputer
Laptop

Gorden Transparan
‘Meja %2 Bro
Meija Kayu

Lemari Kayu

Kursi Kayu
PC Unit
Printer

| Dispenser

_;_.;.p.m|m--<o

N o e o o D B | -

(1 S e

—

e

—a

BAGIAN UMUM

Toyota / Land Cruiser 4.2
Toyota / Fortuner
Toyota/ inova

Toyd—té—l Rus
Toyota / Avanza
Mitshubishi / Estrada
Mitsubitsi / Maven
Toyota / Kilang
| Yamaha / Vixion

Yamaha /Mio
"Honda / Supra

Yamaha / Yupiter

Meija Biro

Kursi Pejabat (putar)
Lemari Kayu

™

Sofa

Gorden

Kukas

BN 2 RN N e 2 s N W= 2 BN

|
*@}sas

Qo -
a3

al ] sl N w|

pay
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BAGIAN ORGANISASI

Laptop

Meja ¥ Biro
Rak Arsip

AC
Exhaustfan
Kursi Kayu
Kursi Plastik
PC

Rak Arsip Besi
‘Mesin FotoCopi
Speaker Komputer
Meja Biro
Kursi Tamu
Lemari

AC

Infocus
Meja'z Biro
Kipas Angin
Laptop
Kursi Kayu
Lamari Kayu
Printer
Gorden

23
10

t*

S Al NN =S W NS e NG

=
—_

= | o B &

= o= ) R a2 2 =N o

Al ol =

BAGIAN PROTIKOL DAN
KOMUNIKAS| PIMPINAN

Meia Biro

Kursi Kayu
Lemari

AC

Meja ¥ Biro
Wireless
Laptop

PC
Dispenser
Lemari Kayu
Kamera

Sound Sistem

Al s o] ] ol o] o] =

wal Al 2o

—

T L N . N e . ] ]

BAGIAN  PERENCANAAN
DAN KEUANGAN

Mitshubishi/ Maven

Toyotal Kijang LGX
Toyota / Kijang Krista
Yamaha / Mio

Honda / Vario
Honda/ Beat

Honda / Revo

Honda / Mega Pro
Portable Wiralles
Kamera B

AC

Lemari Kaca 2 Pintu

i
—_

=ik

F-9 N = = = ey (%] i

| = wl N
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KipasAngin 2 1 il
Meja Kerja Pejabat 2 2

Scfa Tamu dan Meija il q

Lemari Es B il i
Kursi Kerja Pejabat | 3 e | ] —]
Alat Copy Scan 1 i |

Dispenser — = i = =l
Papan Informasi ) 1

Laptop 4 4

Meja 2 Biro 11 11

FC 8 8

Priter |11 7 4
 Kursi Staf Merah Besi | 10 10 . '
Lemari Arsip B I T —

Hardisk Eksternal 4 4

Mesin Fotocopi/Scan 1 1

Lemari Rak Kayu 6 2 1 2
Exhausfedfan 2 1 1
Kursi Biru Besi 5 )

Gorden 19 19 :
| UPS 17 4 g
| Sound Sistem B i il =
Meja Kayu ' | 4 B (- s i e
| Kursi Plastik 23 23

Lemari Rak 2 2

Meja Fimpong 2 2

Spiker Komputer 1 1

TV 1 1

Sumber dala : Bagian Perencanaan dan Keuangan (November 2023}
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Data di atas menunjukan bahwa banyak sarana dan prasarana yang
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada bagian-bagian di Sekretariat
Daerah Kabupaten Ende dan di Rumah Jabatan banyak yang telah mengalami
kerusakan yang mengakibatkan terjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi di bagian-bagian, sehingga perlu dibutuhkan pengadaan sarana dan
prasarana yang baru.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Sekretariat Daerah memiliki fungsi pengkoordinasian penyusunan
kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat
daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelayanan
administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada perangkat daerah dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan
fungsinya. Untuk menjalankan tugas dan fungsin tersebut, Sekretariat Daerah
Kabupaten Ende didukung oleh 10 bagian, yang meliputi 1) Bagian
Pemerintahan, 2) Bagian Hukum, 3) Bagian Kesra, 4) Bagian Organisasi, 5)
Bagian Umum, 6) Bagian Perencanaan dan Keuangan, 7) Bagian Protokol dan
Komunikasi Pimpinan, 8) Bagian Pembangunan, 9) Bagian Pengadaan Barang
dan Jasa , 10) Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam. Kinerja pelayanan
Sekretariat Daerah Kabupaten Ende berdasarkan Renstra perubahan tahun 2024-
2026 dapat dilihat diketahui dari dalam tabel 2.6

Indikator Kinerja Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Ende berdasarkan
tugas dan fungsinya adalah :

1. Seberapa banyak hasil koordinasi dan tercapainya hasil perumusan kebijakan
Sekretariat Daerah berdasarkan situasi dan kondisi pada tahun tersebut.

2. Jumlah tersusunnya dokumen administrasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan
hasil perencanaan, hasil evaluasi dan terselenggaranya pengendalian
kegiatan maupun kebijakan pemerintah daerah.

3. Jumlah pengelolaan sumber daya aparatur, sumber dana anggaran serta
terkelolanya sarana dan prasarana yang ada.

4. Seberapa besar terpantaunya kegiatan dan evaluasi hasil-hasil pelaksanaan
kebijakan pemerintah daerah.

5. Jumiah efektifitas dan efiesiensi pelaksanaan tugas kegiatan yang diberikan
oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Indikator Kinerja Umum sebagaimana yang diamanatkan
kepada masing-masing Asisten Sekretariat Daerah sesuai tugas dan fungsi,
capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Ende dari tahun 2024
sampai dengan 2026 dapat dilihat dari tabel berikut ini :

~ A
3




Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretarlat Daerah Kabupaten Ende

Persentase pelayanan kedinasan kepala daerah
yang diselenggarakan

Target Target Resntra SKPD Tahun ke- Realiasai Capaian Tahun ke-
Indikator Rasic Capaian
Lainnya o S
2
0
No Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi PD wmmq_mm 2
2 3
0
2
2
2020 | 2021 2022 2023 2024 | 2020 2021 2024 | 2024 | 2025 | 2026
Indikator Program 2019-2024
1 Persentase pelayanan kedinasan kepala daerah 100% | 100% = E z 100% 100% E * 2
. (+]
yang dilaksanakan
o | Persentase ranperda yang diajukan dan 100% | 100% : d 2 S| g - - -
_ ditetapkan menjadi perda
3 Persentase perda yang disosialisasikan kepada L - . z 100% 100% = x =
Masyarakat
4 | Persentase kegiatan dalam RUP yang 100% | 100% ? - g 100% | 100% . . :
dilaksanakan melalui LPSE
g | Persentase paket kegiatan yang diproses 100% | 100% . : - o | e . - -
melalui pokja pemilihan UKPBJ
3 i Tepat | Tepat - - - Tepat Tepat
6 Nﬂﬁﬂﬂﬁhm: LPPD kepada pemerintah pusat warkte | vkt b i ekt
7 Persentase kegiatan pimpinan daerah yang 100% ) . : N . i ° ) :
dipublikasikan
8 Persentase kegiatan penyelenggaraan 100% = : 5 = = £ = x 3
pemerintahan daerah yang dipublikasikan
Perubahan Indikator Program 2019-2024
100% 100% 100% - - 100% 100% | 100%

Rencana Swategis Daerah Kabpaten Ende Tahun 2025-2026

-




= - — T —r = I —
, | Persentase ranperda yang diajukan dan | W e 0 % o 50 '
ditetapkan menjadi perda : i
| 3 Persentase perda yang disosialisasikan kepada f 2 5 5 . ) 2 5 2 |
| Masyarakat |
o e
i Persentase i [ ) )
paket kegiatan yang diproses 100% 100% 100% o o 100% |
| % | melalui pokja pemilinan UKPBJ 3 bl i |
—— _ = Tepat | Tepat | Tepat - - Tepat | Tepat | Tepat '
‘ 6 Zigﬁ:gﬁf&an LPPD kepada pemerintah pusat e+ e, = s 4 e ol (B0 oGl [ e |

Kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Ende juga diukur melalui kinerja realisasi anggaran dan pendanaan pembangunan sebagaimana tertera pada table di bawah ini.
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Tabel 2.8.

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH SETDA ENDE.

. Rasio antara Reallsasi Anggaran Rata-rata
P h
Anggaran Pada Tahun ke Realisasi Anggaran Pada Tahun ke dan Pada Tahun Ke pertumbuhan
URAIAN D e Anggara | Reali
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 | 2020 | 2021 2022 | 2023 | 2024 n sasi
1 2 g 4 5) 6 7 8 ] 10 1 12 13 14 15 16 17 18
936
BELANJA 23813,237,742 | 21,984,585,316 " =
BELANJA TIDAK | 9248
LANGSUNG 6480006692 19,325,008816
BG5S
Belanja Pegawai 9 804,131,692 x 8,789,226,243
BELANJA - ?
LANGSUNG 15.333231.050
Bslanja Pegawai 1.324.125.000
Bslanja Barang dan M3
Jasa 11,391,610,050 10,535,782,573
9150 H
Belanja Modat 2,917 496,000 2/669,576,500
| BELANJA 23.311657.463 | 33,500,396,656 19,124,219,847 20620114789 | 28.956,974711 | 18,374,109,239 354 8644 | 9607
28,459.994.81 | 17,859,342,23¢9
BELAN.JA OPERASI 22163135 368 32,856,574,042 18,608,106,327 19,520,34,827 8808 88,62 9597
|
_ i
Belanja Pegawai 10,174723792 | 9,162,1785%5 8,167,534,847 6,988,219 547 8.593.181.976 | 7.930504.582 8834 9379 97,09
Belanja Barang dan
Jasa 8624111576 12,930,805 527 10,242,571480 7448316.280 | 11.915312.835 | 9.736.837.257 84 41 D 14 9506
Belanja Hibah |
3,077 500,000 10,698,100,000 153,000,000 | 21967 500,000 I 7.886.100.000 | 147,000,000 57,40 B 9607
| Belanja Bansos | |
| | 45,000,000 100
86,800,000 65,400,000 45,000,000 86,800,000 65,400.000 100
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BELANJA MODAL

1,148,522,085

643,822,616

516,113,520

1,902,279,962

496,979,900

514,767,000

9597

719

99,73

Belanja Modal
Perafatan dan Mesin

23822875928

448825227

95,943,500

1,102,279 962

447 477,400

95,532,000

453

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan

194,997 389

418,835,000

Aset Tetap Lainnya

420,170,000

49,502,500

Sumber Data : Bagan Perencanaan dan Keuangan Sekretarial Daerah Kabupaten Ende
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2.4. Kelompok Sasaran Layanan .

Kedudukan Sekretariat Daerah yang merupakan unsur staf, yang berada di
bawah Bupati dan bertanggungjawab kepada Bupati dengan tugas dan kewajiban
membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan peangkat
daerah. Sekretariat Daerah Kabupaten Ende berperan dalam mengkoordinasikan

dalam perumusan kebijaksanaan Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan

administrasi pemerintahan, pengeiolaan sumber daya aparatur, keuangan,

prasarana dan sarana pemerintahan daerah yang menhjadi komitmen bersama

mulai dari unsur pimpinan sampai dengan unsur pelaksana.

Tabel 29

Kelompok Sasaran Layanan Sekretariat Daerah Kabupaten Ende

KONSUMEN LAYANAN

URAIAN

NO BAGIAN
. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT ]
1 Bagian Pemerintahan Seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Ende Fasiltasi kerjasama Pemda dengan
pihak lain
' Fasilitasi kerjasana Pemda dengan
I Perangkat Daerah
| Fasiitasi dan  koordinasi  dengan
I kecamatan dan kelurahan tentang batas
' wilyah, topografi
| Fasiitasi dengan Perangkat Daerah
: untuk penyusunan LPPD, LKPJ, dan
I Laporan SPM
2 Bagian  Kesejahteraen | -  Badan/lembaga/organisasi Pelayanan penyaluran hibah, fasiitasi
Ratped kemasyarakatan, tokch agama, seluruh kegiatan keagamaan dan koordinasi
Perangkat Daerah kesejahteran masyarakat
Kemneterian Agama Kabupaten/Kota
3 Bagian Hukum - Seluruh Perangkat Daerah Penyusunan produk hukum daerah, |
pendampingan masalah hukum,
sosialisasl  dan  dokumentasi  produk
hukum
. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN i
1 Bagian  Perekonomian | - Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Terkait inflasi daerah
den S0 Dinas Koperasi dan Usaha Keci dan Stabiliast harga
Menengah, Dinas Pendapatan Daerah,
Bappeda,  Inspektorat  DaerahBank
Indonesia. Dinas Ketahan Pangan, Dinas
Pertanian, Dinas Perinakan, Satuan Polisi
PamongPraja, Badan usaha logistik,
Forkompinda
2 |Bagen  Admnistrasi | - Selurun Perangkat Daerah Monitoring dan evaluasi pembangunan |
Pembangunan




Bagian
Barang dan Jasa

Pengadaan | -

Selurh  Perangkat Daerah penyedia

barang/jasa

Il ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

Bagian Umum

Kepala Daerah/Wakil
Sekretaris Daerah, Instansi Vertikal

Kepala Daerah,

Pelayanan  pengadaan  barang/jasa
secara elekironik
Pelayanan Kedinasan Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah,

Penyediaan Sarana dan Prasarana

Pendukung

Bagian Organisasi

Seluruh Perangkat Daerah

Terkait pembinaan pelayanan publik dan
tata laksana

Evaluasi kelembagaan dan  analisis
jabatan

Fasilitasi kinerja dan reformasi birokrasi

Penyusunan LKJP Pemerintah Daerah

Bagian Protokol  dan
Komunikasi Pimpinan

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pelayanan Keprotokolan, Komunikasi

Pimpinan dan Pendokumentasian

Bagian Perencanaan dan
Keuangan

Sekretariat Daerah

Perencanaan, Penatausahaan,

pelaporan dan verifikasi keuangan

Rencana Strategis Daerah Kabpaten Ende Tahun 2025-2026
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BAB Il
PERMASALAHAN DAN ISU -1SU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Capaian Kinerja

Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah sebagai unsur
pembantu pimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten Ende yang dipimpin oleh
Seketaris Daerah, berada di bawah Bupati. Sekretariat Daerah bertugas
membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan
administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan
administrasi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ende.

Berdasarkan kajian terhadap fungsi pelayanan, kondisi capaian kinerja
serta memperhatikan faktor yang berpengaruh baik internal dan eksternal
berdasarkan kewenangan Sekretariat Daerah Kabupaten Ende, dirumuskan

sebagai berikut:

PERMASALAHAN IDENTIFIKASI MASALAH AKAR MASALAH
Masih terjadi tumpang tindihnya | Belum optimalnya | Standar operasional
fungsi antar Perangkat Daerah penyusunan SOP pelayanan
Terbatasnya sumber daya manusia | Belum tercapainya | Sumber daya manusia
aparatur d bidang pengadaan | pemenuhan jabatan | pengelola  pengadaan
barang dan jasa fungsional pengelola | barang/jasa

pengadaan barang/jasa

Masi ada Perda yang belum | Terdapat beberapa | Perjabaran Perda yang
dijabarkan dalam peraturan | Peraturan Daerah yang | telah ditetapkan

pelaksanaanya ' belum ditindaklanjuti

dengan Peraturan Bupati
atau Peraturan

Pelaksanaanya

3.5. Isu-lsu Strategis
Isu-fsu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi
atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan karena dampaknya
sangat penting bagi OPD dimasa datang. Kejadian yang mMenjadi lsu strategis
adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian
yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimafaatkan, akan

menghilangkan peluang untuk Meningkatkan pelayanan publk daiam jangka

-




panjang. Berdasarkan telaahan terhadap gambaran layanan di Sekretariat
Daerah Kabupaten Ende, kebijakan pembangunan jangka menengah nasional
di bidang Pemerintahan umum, serta implikasi RTRW dan KLHS dalam
Pelayanan Sekretariat Daerah dirumuskan Isu Strategis Sekretariat Daerah

Kabupaten Ende kurun waktu periode adalah sebagai berikut :

1. Jumlah dan mutu Sumber Daya manusia Aparatur Sipil Negara

2. Alokasi dana, sarana dan prasarana pada setiap unit kerja belum memenuhi
standar kebutuhan yangideal.
Isu Pemenuhan sarana dan prasarana kerja pada organisasi/unit kerja yang
dmanfaatkan sesuai kebutuhan, merupakan modal dasar dalam
meningkatkan kinerja aparatur dan kinerja organisasi/unit kerja.

3. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu
sistem yang terpadu, efektif, dan efisien.

4. Koordinasi antara Sekretariat Daerah dengan Dinas,Organisasi Perangkat
Daerah dan Instansi/Lembaga lainnya

5. Pola pembinaan aparat belum berorientasi pada peningkatan kinerja.




BABIV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

411

422

TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu tertentu. Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun
strategi pembangunan yang akan dilaksanakan.Untuk mewujudkan pencapaian
tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Ende, Sekretariat Daerah
Kebupaten Ende merumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan
dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2026. Tujuan Sekretariat Daerah
Kabupaten Ende tahun 2025-2026 sebagai berikut :

1. Meningkatnya birokrasi yang bersih,akuntabel, efektif dan efisien
2. Meningkatnya pengendalian inflasi
SASARAN

Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan, maka sasaran
jangka menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Ende dijabarkan sebagai
berikut:

1. Meningkatnya pembinaan, penataan dan pengkoordinasian dalam
perumusan kebijakan dan penyelenggaraan urusan pemeringtahan daerah
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah
3. Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi kegiatan Tim Pengendalian Inflasi
Daerah
Tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah Kabupaten

Ende tahun 2025-2026 beserta indikator kinerjanya selengkapnya disajikan
dalam tabel 4.1.




NO

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-

KINERJA |
SASARAN TAHUN | TARGET KINERJA
INDKATOR TUJUAN DASAR |
TUJUAN /SASARAN 2023 | 2024 2025 2026
. k '
Meningkatnya birokrasi yang e kopNasE '
1| bersihakuntabel, efektif dan efisi PRy
e e BNilai | BNilai | BNilai | BNiai
Skor kiner ja
penyelenggaraan 285 260 |
pemesintahan dacapan 24 Nilai | 25 Nilai | Nilai Nilai
Nilai akuntabilitas kinerja CcC B B B
pemerintah daerah (53,33) (60,21) (61,42) (62,23)
- ) Nilai Nilai Nilai Nilai
Meningkatnya pembinaan, | Persentase  pembinaan,
penataan dan | penataan dan
pengkoordinasian dalam | pengkoordinasian dalam o 5 % 5
perumusan kebijakan dan | perumusan kebijakan dan 10 100% 19%% Tt
penyelenggaraan urusan | penyelenggaraan urusan
pemerintah daerah nemerintah daerah
Meningkatnya o :
akuntabilitas kinerja ggﬂrahAK'P Sekretariat | g i | Brilai | Brilai | Bnila
Sekretariat Daerah — . ==
Meningkatnya pengendalian inflasi Laju Inflasi 3.8% <5% <5% <5% |
["Meningkatnya koordinasi | Persentase rekomendasi = B
dan fasilitasi kegiatan Tim | Tim Pengendalian Inflasi o 5 o o
Pengendalian Inflasi | Daerah yang 19045 e Ll 180%
) Daerah | ditindakianjuti .




STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BABV

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka

pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan

strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak

terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk

mewujudkan visi dan Misi. Sementara Kebijakan adalah arah atau tindakan yang

diambil oleh pemerintahan daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut,

Pemerintah Kabupaten Ende merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan

pembangunan daerah secara untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan

efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna).

Strategi dan arah kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Ende selama 2 (dua)

tahun ke depan, sebagai Upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah
Tahun 2025 - 2026, selengkapnya dilihat dalam tabel 5.1 dibawah ini :

Unt_uk_mewujudkan Tujuan, Sasaran Pem_bangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-

2026, Sekretariat Daerah berada pada mist yang kelima dengan tujuan, sasaran, strategi

dan kebijakan sebagai berikut ;

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Meningkatnya
birokrasi yang
bersih,akuntabel,

| efekiif dan efisien

Meningkatnya
pembinaan, penataan
dan pengkoordinasian

dalam pefumusan
kebijakan dan

penyelenggaraan
ufusan pemefintahan |
daerah

- Optimalisasi

penerapan prinsip-
prinsip tata kelola
pemerintahan yang
baik dalam
pelaksanaan fungsi
manajemen
pemefintahan daerah

Peningkatan kapasitas
kelembagaan SDM birokrasi
pemefintah dalam
perencanaan, penganggaran
pelaksanaan serta
pengawasan/pengendalian
dan evaluasi pembangunan
Optimalisasi penerapan
digitalisasi dalam administrasi
pemefintahan dan pelayanan
publik

Peningkatan sinergisitas
pricritas pembangunan antar
pemerintah pusat provinsi
dan kabupaten

| Meningkatnya

Akuntabilitas Kinefja

1

Peningkatan
pemenuhan
dokumen
perencanaan,
penganggaran dan
evaluasi kinerja,
administrasi BMD
dan kepegawaian
Perangkat Daerah
yang berkualitas

Optimlisai pemenuhan
dokumen perencanaan,
penganggaran dan
evaluas! kinerja,
administrasi BMD dan
kepegawaian Perangkat
Daerah yang berkualitas
Peningkatan kerjasama
dalam pencapaian tujuan
yang akan dicapai




- Peningkatan
pemenuhan sarana
dan prasarana
penunjang di

Perangkat Daerah
: ' - Peningkatan kinerja | ¢ Optimalkan peran dari
engkRE lintas %PD dan stakholder terkait untuk
Meningfafiya keafdinast dan fasiitas stakholder lainnya menjaga stabilisasi harga
pengendalian kegiatan Tim | untuk menjaga pasar
inflasi Pengendalian  Inflasi stabilitas
Daerah perekonomian
daerah -
- Meningkatnya peran | » Optimalkan peran Tim |
Tim Pengendali Pengendali inflasi Daerah

Inflasi Daerah

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang dirumuskan sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya
dijabarkan melalui rencana program, rencana indikator kegiatan, kelompok sasaran dan
pendanaan indikatif.
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BAB VI.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program yang direncanakan merupakan penjabaran dari strateg kebijakan
yang direncanakan sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetakan.

Pada Bab ini akan dikemukakan Indikator Kinerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Ende yang secara langsung menunjukkan Kinerja yang akan dicapai
dalam 2 (dua) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian
tujuan dan sasaran sesuai RPD.

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta pendanaan Sekretariat
Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 — 2026 dapat dilihat pada tabel 6.1 di bawah ini:




RENCANA, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, INDIKATOR KINER.A, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ENDE

TUJUAN

SASARAN

KODE REK.

PRO-
GAM/KEGIATAN/SU
BKEGIATAN

INDIKATOR
KINERJA TUJUAN,
SASARAN,
PROGRAM
(OUTCOME) DAN
KEGIATAN
(OUTPUT)

KONDISI
KINERJA
PADA
TAHUN
AWAL

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

TAHUN 2024

TAHUN 2025

TAHUN 2026

Target Rp

Target

Rp

Target Ro

KON-
DiSI
AHKIR

Meningkatnya biroksasi
yenyg bersit gkunlabel,

ofekt dan efissn

indeks kepuasar masyarakat

B Nilai

B Nilu

B Nila

B Nian

B Nig

| Skor kinenja penyslenggaraan

pemerintahan dasarah

24Nl

2, SNk -

255 Nila

260 Nim

260 Nia

Nia: akuntabilias knerna
pemenntah daersh

O (53.33)
Nilai

B(60,21) Nilai

B(6142) Nilsi

Bt62,23) Niai

B (62.23)
Nilai

Niai AK$* Sekretariat Daarsh

B Nilai

B Niai

B niai

B Niai

8 Niai

PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/MKOTA

Penyelenggaraan administrasi
parkantoran peranghat daerah
sacarn efektif dan efisien selama
1 tahun

100%

100% 7585414 154

7748 7456844

100% 7P98,528, 260

100%

Persentase petayanan
kedirasan KDH dan WKDH

100%

100% 6193387882

10%

6.326.759312

100% 8448 051,718

PFersaniasa parangkal daeral
dengan dokumen AKIP
berkual.tas

86.78%

100% 75 480740

100%

77,106,055

100% 78596468

100%

Persentasa perangkat daerah
vang rneiaksanakan Aniab. ABK

100% 75,480740

100%

77,106 055

100% 78 596 458

100%

Persentase perangkat
daersh/unit pelayanan pubik
dencan mutu pelayanan B

100% 113221 11

100%

115559082

100% 117854,702

100%

Ot 2

Peréncanasn, Peénganggaran
dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Dasrah

Indeks

Perencanaan Penganggaran
dan Evaluasi Kinerja
Peranakat Dagrah

100%

75000 000,

100% 100,000 000,

ot

at

Penyusunan Dokumen
Perencanaan Parangkat
Daersh

Jumlah Dokumen Perancanaan
Perangkat Daserah

& Dokumen

B Dokumen
7 004 000

& Dokumen

10 500 000

8 Dokumen
14 000 000

8 Dokuman

02

Koordinasi den  Penyusunan
Dokumen RKA- SKPD

Jurriah Dokumen RKA-SKPD
dan Laporan Hasil Koordinas:
Penyusunan Dokumen RKA.
SKPD

3 Dokurnen

3 Dokumen
7.000. 000

3 Dokumen

10500000

3 Dokumen
14000000

3 Dokumen

01

i 2

1B

Koordinasi dan
Panyusu nen Dokumen
Perubahan RKA-SKPD

Jurnlah Dokumen Perubahan
RKA-SKPD dan |aporan Hasi
Koordinasi Penyusunan
Dokumen Parubshan RICA-
SKPD

1 Dokumen

1 Dokurnen 7,000,000

1 Dokumarn

10.500 000

1 Dokurnsn 14 080,000

1 Dokumen

]

01

Koordinasi dan Penyusunan
DPA-SKPD

Jumlah Dokuman DPA-SKPD
dan Laporan Hasii Koardnas:
Panyysuran Dokumen DPA-

1 Dokumen

1 Dokumen
7 000,000

1 Dokumen

10 500 000

1 Dokumen
14 000000

1 Dokurnen
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SKPD
Jumiah Dokumen Perubahan
Keordinasi den Penyusunan QPA;’S.KPPPd:'I Leporan Hasi
Perubahan DPA. SKPD oardinast Nyusunan
fpokome:Hec babariDE: 1 Dokurmen 1 Dokumen 1 Dokumen
o | o M| & SKPD — 7.000.000 11,000 000 1 Dokumen 4 500.000 1 Dokumen
Jumiah Laporan _Capena_n K.inerla
Koordinasi dan Penyusunan grpgh;‘;:rl_::g:f:ﬂ aKs'.?e"ﬂ
Lsporan_Capaian Kneoa dan Koordings: Penylsunan Laporsn
tkhtisar Realisasi Kineria SKPD Capaian Kingra dan Ikhtsar
o | o o | o ResteasUIsIsR & Laporan BLapotan 7.500.000 6Lagaran 11.900.000 8Laporan 14.500.000 6Laporan
Evalugsi Kinerja Perangkat Jumlah Leporan Evaluasi Kinarga
o | o N e e 2Laporan 2Laporan 7500000 2Laporan 14.000 000 ZLaporan 14 500,000 2Laparan
;:::Lnl:r:ga:::angln Indeks Pelayanan Administrasi
4] 4] 02 g Keuanaan 00% 100% 5.908.231.563 100% £000.000.000 100% GpOO.UﬂU.UOO. 100%
Penyedisan Gaj dam Tunjangan | Jumlah Orsng yang Menerima 95014 105114 120014 135014 1S/
ASNY . _— Gay dan Tun?aﬁgan ASN Orangfbulan COrang/bulan Qrangibulan QOrang/bulan Oramg/bula
o | o o | o " 5,893,631 563 5961 000.000 5:953.000.000 n
Penyediaan Administrasi ‘;l;rsla:dg::u&e;;:f:m
Pelaksanaan Tugas ASN P, laisanaan T ASN
0 o o] js] i i 1 Dokuman 1 Dokumen 6.000.000 1 Dokuman 1 000 000 1 Pokumen 1.000.090 1 Dokumen
Pelaksanaan Penatausahasn ‘é”;':,gﬁ,f:::’;,n
deyy) Renouflanly enificasd Pangujan/Verifikas! Keuangan 1500
ot | @ o= oy | Sowmmgen SKED SKFD 150 Dokumen | 150 Dokumen | 2000 000 150 Dokumen 4000 000 150 Dokunen | 6.000.000 met
Koordnasi dan Pelaksangan Jumiah Dokumen Koordines( dan
o | o @i || gq.| AkintensiSKED Estaksapany Akuptins) SKPO 1 Dokurmen 1 Dokumen 2.000.000 1 Dokumen 5 000 000 1 Dokumen £.000.000 1 Dokumen
Koordinasi dan Panyusunan Jumiahi U aporen] Kpuengam AKY
Laporan  Keuangan Akdhr Tahun et SKEL) dap) Laporani|{asd
SKPPDD Koordinas: Penyusunan Leporan
o | o e | o P VR tLaporan Laporan 2,000 000 1Laporan 5000 000 iLaporan & 000 000 1Laporan
Pengelclaan dsn Penyiapan #’::;g';;?_lk;:;lm i
Bahan Tanggapan Pemenksaan | 1 b | anit Pemerisaan 2 Dokumen
o1 J4j] 02 08 2 Dokumen 2.000.000 2 Dokumen 6 000 000 2 Dokumen 6 000000 z Dokumen
Jumiah Laporan Keusngan
Bulanan Triwulanan/
Koordinasi dan Penyusunan Semesteran SKPD dan Laporan
Laporan Keuangan Bulanan/ Kaordinasi Peayusunan Laperan
Triwutanan/ Semesteran SKPD Keuangan
Bulanan/T twulanan/Semastaran 12Laporen
H 01 el o7 SKFD 12L avan 1ZLagnran 2.000.000 1ZLagoran 6.000 000 121 agqran 6.000.000
Penyusunan petaporan dan Jurmlah Dokumen Pelaporan dan
analeis prognosis reelisasi Anghsis Prognosss Reslisasi 20okumen 2Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen
m | o @ | os [ #@9EEN Anggatan - 2000 00 6000000 £ 000.000
Adminietrasi Barang  Milik
Dasrah  pade Indeks Pelaksanaan
Perangkat Daersh Adminlstrasi Barang Milik
M| o 0B Daerah  Indeks 25 Indeks 10,000,000, 25 Indeks 10,00 0,600. % (ndeks 10000.000, 25 indeks
zer';i:s:nan B: Srencapaan Jumiah Rencana Kebutuhan
EDULAL:  BArANg) Barang Milk Dserah SKPD
ol o frc) ol Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 2.000.000 2 Dokumen 2.000 000 2 Dokuman 2.000.000 2 Dokumen
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Pengamanan Barang Milik

Jumilah Dokumen Pengamanan

a1 | o o || 1RESIEn SKED) Bexang Miik/Disscaly: SKED 2 Dokumen 2 Dokumen 2000 00D 2 Dokumen 2 000 000 2 Diokumen 2 600 000 # Dokumen
Jumlah Laporen Hasil Parmlaian
Koordinasi dan Perilaian Barang Mlik Daerah den Hasi
Barang Milk Daerah SKPD Koordinasi Penitaian Barang
o1 | 03 S P 1 Lapgren 1 Lagoran 400.000 1 Laporan 400 000 1Lanamn 400,000 tLagaran
. Jurrlah Laporan Hasil
Pembmaaq, Pengawasan, dan Perbinaan, Pengawasan, dan
Pengendalian Barang Mik 3 :
Pengendalian Barang Miik
DEerE, PR SRD Daereh pada SKPD
01 01 04 1Laporan 1 Laporan 2 000 poo 1Laparan 2000 000 1 Laparan 2 000000 iLannsan
Rekonsihasi den Penyusunan Jumlan Laporan Rekonsilias) dan
Laporan Barang Midik Deerah Penyusunan Laporan Barang
pada SKPD Mililk Daerah pada SKPD
m o 05 2taparmn 2Lannran 2.000.000 2 Lapamn 2 00D DOQ 2Lagaran 2000000 2Lanoran
Panatausahaan Barang Milk Jumlah Leporan Penatavsahaan
s i o6 | Daerah pada SKPD Barsng Milk Dastah pada SKeD | 2L3POTan Sl €00 900 Rtaparan 200 005 bl 800000 Aoy
- Jumlgh Dokumen Hasil
Pemenfaatan Barang Miik Pemanfaafan Barang Milik
Daarah SKPD Daerah SKPD
) o1 o7 4 Dokumen 4 Dokumen 8000QO 4 Dohumen 800 000 4 Dokumen 800000 4 Dokuman
:grr::'li:;ia;ln:;%egnwaian indeks Pelayanan Administragi
m | m o Kepeaawai 100% 100% 50,000,000, 0% 50000.000. 100% 50,000.000. 100%
Peningkatan sarena dan Jumiah Unit Peningkatan Sarana
o o & prasarana Jdisipln pegawal dan Prasarana Disiplin Peagawai - Unit - Urit i 1 Urit 2 660 000 7 Ui TIGTE 1 Unt
Pangadean pekaan dnas dan Jumiah Paket Paksian Dinas
om | o T M e besern: At Kslengkapan - Pakat 1 Paket 1.000 000 1Pakat 1.000 000 1 Paket 2,000,000 1Paks!
Pendataan dan psngelolaan Jumlah Dokumen Panglﬂaq
dmirstrasi = dan Pengolahan Administrass
o o1 o | pegENa Kepepawaian - Dokumen - Dokumen 1.005.000 1 Dokumen 1 000 000 1 Dokumen 2.006.000 1 Dokumen
Koordinasi dan Pelaksanaan :;::2:%:‘“38? l:;j:a;e}lla'zlan AsEe
Sistem Informast Kepegawaian Siglem Informas( Ke e
n ™ 04 pagaw - Dokumen - Dokumen = 1 Dokumen 2 00O 000 1 Dokumnen 2 DC0.c0D 1 Dokumen
Moritorng evalasi dan Evahoa, 8o Ponlan Kiars
m | o ped ||| SE0LGED NIMARHPAGAV Paguuai - Dokumen - Dokumen = 1 Dokumen 2 000 000 1 Dokumen 3.005.000 1 Dakumen
Pen;ul:angan pegawal yang ‘[j)ljml?ar:, F::;iawau Pensiun yang - Orang - Orang 1 Orang 1 Oranig 1 Orang
o1 | ot e | | BSU=EE g : 2000000 3.000000
:f”’.”lang"" pegawal yang faﬂmksgf r;:glz:zli yang
Tg;r;egal delam Melaksanaken | yyon ool delam Melaksanakan
T
M| m o7 S - Laporan - Laporan Laporan 2000 000 1Laporan 5.000.000 ILaporan
Jumiah ASN yang dipin-
& o @ Remfdaiion] EigasyASH dahtugaskan - Oreng - Oreng 1 Orang 1000 000 1 Orang 5.000.000 1 Qrang
Pendidian dan Pelatinn - iss e et e
Pegawai Berdasarkan Tugas 9ERTE 81 ye0g
prisicr iy Mengikuti Pendidikan dan 40 Ora 40 Crar
o | o © g Pelatihan ™ 9 15 £00.000 4 Orang, 10000 000 40 Orang 20 000.000 40 Crang,
Soswalisasi peratiuran gerun- ‘élg;l::;‘ kasi P en r:::far:m Ju i
dAngHngangen Parundang-Undangsn
o] o 10 20 Orang, 20 Orang. 10 000 000 20 Orang, 10.800 000 Z Crang 10 080.000 20 Orang
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Bimbingan  Taksis

Jumiah Orang yang Mangiut

i
implementasi  Peraturan Bimbingan Yeknis Implementasi
Perundeng-Undangan Paraturan Perundang-Lindengan 200
M 4] | & 11 2 Crang 23 000,000 20 Orang 15000 000 20 Orang 17 000.000 20 Orana
] ng‘ri::’lm'i MmunEarangiat Indeks Pelayanan Administras)
4] 1, | D& trmum 0% 100% 400.000.000. 100% T83878.452. 100% 500000 000. 100%
f Penyadiaan Xomponen instakas: i’:srgfa'lipli-i;tar‘ikl'(:imw ::;an
| Ik::‘r:brkjpenersngan Bangunan Bangunan K yeng
Drsadiakan Paket
o o1 06 () 1P akat 1P aket 20 000 000 1 Paket _2_5 000 000 T Paket 13 000 000
Jumlah Paket Peralaten dan
Penyeciaan Peralatan dan
Pedznplkapan Kinior Perlangkapan Kantor yang
o 01 06 g Bioqass 1P akat 1 Paket 15 000.000 1 Paket 35 000 000 1Paket 25 000 000 1Pake!
Penyechaan Peralatan Rumah Jumiah Pakel Peraialan Rumah
ai |l s o | on | 0 Tangga yang Disediakan 1 Paket 1Paket 20 000, 000 1Paket 2 006 000 1 Paket 13 000 000 1Paket
mm Bpfian{Logati m‘:‘mum:k:nws‘k 1Pakat 1 Paket 1P ket 1 Paket 1Paket
4] [+1] 06 04 200,000 000 300000.000 10¢.000 000
Jumleh Paket Bareng Cetakan
Penyeciaan Barery) Celakan
dmnyﬂ T dasnedPenggandaan yang
o | o 05 | 05 Dartiern - Paket 10 Paket 10.000.000 10Pakst 15000 000 10 Paket 10 000 000 0 Paket
Penyadiaan Bshan Bacaan Jumiah Dokumen Bahan Bacaan
dan  Peraturan Perundang- den Pergturan Perundang-
o o1 08 06 | undangan Undanaan veng Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 5000000 1 Dokurren £ 000 000 1 Dokuman 5 000 000 1 Dokutrén
Jumigh Paket Bahan/Maienal
Panyaciaan Bahan/Matesal
o | o | @ yang| Piseclskan 1 Paket 1P ket 5,000,000 1P aket 000,000 1P akat 000,000 1Peket
Fagiltasi Kunjungan Tamu ‘:(':T:: mﬁfumm
o | o 06 | o8 i 1 Laporan ! Leporan 25 000.000 1 Laporan 25.000.000 ! Laporen 25 000.000 11aparan
Penyelenggaraan  Rapat Jumigh Laporan
Koordnas)  dan Penydlenggarasn Rapat 10iaporan 1¢Laporan
o | ot g | g | Bensple GERE Ksinsbitn Wpoude QY | gy 10Laporan | 100000000 | 10 Laporan 150 000 000 200,000 000
;m;“;nmmr::: itk Indaks Pengadaan Barang
Ulilisan Bama kb B Millk Daerah pada Peranghkat
o il o7 Daerah - unit 3 unit 40000.000. 4 unit 40000.000. 5 unlt 60,000.000. 5 unit
Jurmlah Unit Kendarean
Pengadaan Kendaraan
Percrangan Dinas atau Pmﬂg:‘&[’;? Ay
Kendaraan Oinas Jabatan D' “"”dd"ak!n deatanyang
o | o o | o ; - Ut 1 Unt 154,600 000 1 bnit 150 000.000 1 UnA 150,000 000 1 Unit
Pengadsan Kendarasn Dinas <umigh Unit Kenderaan Dinas
Operasional atau Lapangan Operasional atas Lapangan 75 000000
0 o ol ® = yang Disediakan - Unit 2 Unlt 50 000.000 3 Unit 75000 000 3 Unat 3tnt
Jumiah Paket Mebel yang
)l s N Y Rl Disediakan - Unit 2um 6 000.000 2unt 6 000 000 2 um 6000.000 2 Uni
Pengadaan Peralatan dan Mesin Jumiah Unit Peralatan dan Mesin
01 ] o o7 | o6 i g g e - Unit 4 U 20 000.000 4 Unnt 20 000 000 4 U 20.000_0C0 4 Unit
|
:::ﬁ:ﬂ:‘" U“r:?ln Incleks Penyediaan Jasa
Pemerln!:hun Daerah Penunjang Urusan
o m 08 Pemarintahan Daerah 1 paket 1naket 75000.000. 1 paket 75000.000. igaket 83,440,622, 1naket
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Penyediaan Jasa Suran Me- Jumlan Leporan Penyediaen
o | o oa | on | st dasa; Sura Menyurar - Laporan 10Lamozan 5.000£00 10Lagoran §.000.000 10Laporan 5.000.000 10Lanaran
poryodan e Komurvas, | L L0 Pt
Sumber Daya Ar dan Listrk ; P ¥
Ar dan Listrk yang Di sediakan T
01 05 03 2 i 2l aparan 75 000.000 2Lagacan 85.000 000 ZlL.apgran 20 080,000 2Lagoran
Jumlah Laporan Penyedi san
:ﬂenyzdnﬁan K.lasa Paralatan Jlasa Perallan dan
Kan SIangsApaK Perangkapan Kantor yang
" o s | @ ntor Disediakan - Laporan 40 Laporan 2.000.000 10 Laporan 3000 000 10Laporan 4000.000 10Laporan
Jumlah Laporan Penyedi aan
E:'Ly;d'a: ) ‘:Esa Relayanan Jesa Pelayanan Umum Kantor - Laporan 1Laporan 1 Lapotan iLaporan 1Laporan
M| o % | o4 yang Disedlakan 25 000.000 25.000 D00 25 000000
S::g:ht:::'"j::;’"g Ptk Indeks Pemeliharaan Barang
Urusan Pemerintahan Daerah :::a?‘amh RelajReenakal
m 01 s} 1 paket 1nake? 15000000, 1gaket 20000.000. 1 paket 25000,000. Inaket
Penyediaan Jasa Pameliharaan, Jumlah Kenderaen Pergrangan
Bigya Pemalharaan, dan Pajpk Dinas atau Kendaraan Dinas
Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipselhara dan
K # dibayarkan Pajak _ F .
0| o gou[1 i [/ SRS POTI A e g 2 Unit 2 Uit 5 000.000 1 Unit 2.000 00 2 Unit 50.00C.000 2 Unit
Penyediaan Jasa Pemsiinaraan, Jumiah Kendaraan Dines
Biaya Pemelharaan, Pajgk dan Operesional atau Lapangan
Perizinan Kendarasn Cinas yang Dipalihara dan dibayarkan
Operasional atay Lapangan Papk den Penzinannys ‘ ) l
o | o o9 | @ R a7 U 3 000,000 Skt 35000 000 UK 35 000.000 37 Uit
ot 08 05 Pemalharaan Mebel Jumian Mebel yang Dipelihara - Urut 1 Unid 3000000 2 Unit 2500 000 2 Unit 4.000,000 2 Unit
Pemeliharagn Pgralalan dan Jumlan Peralatan dan Mesin y 3 a .
. - . et 4 Unit 4 Uriy 4 Unit 4 Unit 4 Unit
”n 5 & b Mesin Lainnye Lainnya yang Epelihara B 200 4 000 000 3,000.000
R U100 Fots VR MR | « 3 Linit 3 Unit 3 Unit 3 Unt
o | o o | o ] pel 15 000.000 10.000 000 | 10 000.000
Pemeliharaan/Rehab itasi Jumiah Gedung Kantor dan
Gedung Kanior den Bangunan Lainnya yang 1 Unt 2 Unit 1 LAt 1 Unit 1 Unit
o ol o0 ® Bangunan Lainnya Dipalihara/Direhabilitasi 5000000 4 60D DD 2.000.000
" Jumiah Sarana den Prasarana
Pemelharasn/Rerabiiitas
Sarena dan Prasarana Gedung E;::;g )'f:;m aiou Bangunan | 5y 2 Unit 2 Unit 2 Ut 2 Unt
Kantor atau Bangunan Lannya " 7 e
o | o 09 | 10 : i al 10.000.000 10.000 600 10 060000 |
Pemehharaan/Rehabildas Jumlab Sarana den Presarana |
Serena dan Prasarana Pandukung Gedung Kantor atau ' : ' '
Pendukung Gedng Kanlor stay | Bangunan Lainnya yang L 1 Unit * Unit i 1 Unt
o o 09 1 Bangunan Lannya | Dipelthara/Dir shabiltasi 2.000.000 2 000 000 2000600
Administrasi Xeuangan dan
Qperasional Kepala Indeks Pelayanan Keuangan
Daerah dan Wakil Kepala dan Operasional KDH dan
2,
o | o 1 ST M) Wk i 350.000000. | 100% " 100% 350,000,000, 100%
Jumlah Crang yeng Menerima
$”:"‘:‘“:" Kg“i|ad?ae - Gay dan Tunjangan Kepata ara 2114 114 2114 g:;n oBuia
pe 1Eep & ga h 7ah 981 | Dagrah den Wakil Kepala Orang/Bulan Orang/Bulan Crang/Bulan Orang/Bulan ¥
01| o n | cpe | oK Kepaia Daera Dgerah 350 000 000 175 060,000 350 000 000
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dP;:wedﬂI\Traﬂ:ui KZ?:#;’;M“D'”” Jumiah Paket Pakaian Dings dan
’ Atrbut Kelengkapan Kepala
ﬁ:g:l: Daerah dan Wakil Daerah dan Wakil Kepal Dag- 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1P akst
Placrat, rah yang Disediakan
o1 0f 1 vl 45 000.000 22.500 000 45 000.000
Pelaksenaan Metical Check ‘,{:;I::l %:?en& yauggl(:i;;glkuh
Up HKepals Daerah dan \Waki Daerab dan Waki Kepai & Orang 8 Crang 4 Orang 8 Orang 8§ Qrang
Kepala Deerah ol o D3
01 M 11 o3 reh 100 000 000 50.00¢:000 100060 000
Jumlah Orang yang Menerima
gi:ﬁ::;:ﬁ; i::; :?::r;:ggdan Dana Perunjang Operasional 22 2h2 212 2/12 g:aznglﬂula
Wk Kepals Dagrah !S:g:n; Daerah dan Wakil Kepala | Crang/Bulan Qrang/Bulan Orang/Bulan Crang/Bulan A
v o1 1 04 400.000000 430 000.000 400.000.000
Fasilitasi Kerumahtanggaan Indeks Fasllitasi 100 % 100%
Sekretariat Daerah Kerumahtanggaan Sekretariat
Ll ] 12 Daerah 400000.000. 190% 400,000,000, 100 % 400.000.000. 100 %
Penyediaan Kebuluhan Rurnah Jumlah Paket Kebutuban Rumah
Tangga Kepala Tangge Kepala Daerah yang 1 Paket 1 Paket 1 Paket 4 Paket 1Paket
o | o 2] or, || Beerm Haastas 500.000000 500 000000 500,060 000 _
Penyediaan  Ksbutuhan Jumlah Paket Kebuluhan Rumah
Rumah Tangga Waki Tangga Wakil Kepaia Daerah 1 Paket 1 Paket - Paket 1 Paket 1 Paket
o | oi 2] gy || Bgepiaieemn pang) Diseigican 500.000 000 : 500.000 600
Penyadiaan Kebutuhan Jumiah Paket Kebuiuhan Rurmah
Rumah  Tangga Tangga Sekretariat Daerah yang 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1Pak et
o | o AR S 25 000,000 _25.000000 25 000.000
Persentase capaian kinerja
Penatean Organisasi dan reformasi birokrasi
Pomagrintah Daerah dan 96,30 0o 100 100
;] L] 13 Parangkat Daerah Dokumen Dokumen 754807 40. 100 Dokumen 77, 106055, Dokumen 78596468, Dokumen
Parsent capalsn penataan
enalisis jabaten, analisis beban
Kenra, evajuas: yabatan dan Rp Rp Rp
kelembagaan 91,01% 100% 75,480,740 00 100% 77.106,055 00 100% 78.596,468 00 100%
Persentase capalan penatazn
pelay anan publik dan
ketatalaksanazn 100% $13221,111 100% 115,658,082 00% 17,894 702 100%
91,01%
Jumiah Cokumen Pengeiolaan
z::lglg:lfl?:;a;:lembagaan i Kelembagaan dan Analisis 1 Dokumen 21 Dokumen 3 Dokurnen 5 Bakumen ir?dm-
o} 1l 13 o Jabatan 75 480.740 77.106055 78 598468
s ¥ Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi
;:Elnf:;;arya”a" Publik dan Pelayanan Publik dan Tata Slaporan 6Laporan BLaporan 9Laporan SLaporan
” ] 33 02 i Laksana 53 221.1M1 65.659 082 87 BG4 702
Peringkatan Knerja dan Jurnlah Dokumen Peningkatan 55 Doku-
Fefieraki koK Kireta dan Reformasi Birokmai 44 Dokumen 44 Dokumen 49 Dokumen: 55 Dokumen e
o o1 12 o) &) 480.740 62 106 055 | £3 596468
Monitormng Eveluasi dan Jumiah Dokumen Manitofing,
Pengendalian Kualitas Evaluas: dan Pengendal an
Pglayanah Publik dan Tata Kualitas Pelayanan Publik dan 4 Dokumen &1 okumen 4100k SoKhme 4pEsden
L . | spg ||/lLokemE g (kg - 50 000.000 50000 000 50 000.000
Koordingsi dan  Penyusunan Jumlah Dokumen Koordinasi dan
taporan  Kinea Pemerintah Penyusunan Laporen Kingrja 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dekumen 3 Dokumen 3 Bokuren
ju]] ™ 13 i Daerah Pemefintah Dasrah 15 000.000 15 000 000 15 00G.000
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Pelaksanaan Protokol dan
Komunikasi Pimpinan

Teriaksananya Fasilitas{
Keprotokolan dan Komunikasi

] ™ “ Pimpinan W00% W00% 25000, 000. 100% 25,000 000. 100% 25000.000. 100%
Fasiltas: Keprotokolan i‘::::ugg:‘mn hizzl Foshias 165 Laporan 192Laporan 195 Laporan 198 Laporan 155 r
o il 14 01 25 00¢.000 2_5 Q00 800 i) 000 000
Fasilites: Komurikasi Pimpinan dumiah taporay fiael; Fiasilash 165 Laporan 192 Laporan 195 Laporan 198 Lapoman 138
Komunikasi Pimpnan Laporan
o 1)} 14 1] 25 000000 25 000 000 25 D00 0CO =
Jumiah Laporan
§::x‘"\ma"m“" L Pendokumentasian Tuges 165 Laporen 192 Laporan 195 Laparan 198 Laporan ﬂga
o1 | o 4| @ Pirmpinan 25 000 000 25000.000 25 000.600
ndeks kepuasan mas yarakat
B Nita B Nia = B Miai = B Nia 5 B Nlai
Skor kinea penyelenggaraan
permaenntahan daearah
2, 4Nilen 2 5Nilss - 2585 Nigi . 260 Niai - 250 Nilg
Ml akuntabilites kiner@ - - =
pemenntah daersh CC (53.33) B {62 73)
— Nila B(80.21) Milai BI6142) Nilai B(62.23) Nilai Nilai
Meningketnys birckras: Indeks kepuasan mas yarakat
yang bersih, akuntabet, s d
efoktf dan efsen B Niai B Niai - B Niai - B Niai - B Nila
Meningkatnys
pembinaan,
panatean dan Persentese pambi
pengkoordinasian  dan WP“__“ ol .
m:r::\:san delam perumusan kebijakan dan | 07 o0tk e 420se 100% st
penyelenggaraan unaan
penyelenggaraan pemenntghan desrah
pamerinlahan
daarah » =
Persentase bantuan hukum yang 100% 100%
difasiitasi 100% 100% 123,012717 100% 125 661530 126050.491
TR S aaa ang ekl | 175K 8o% 1006389 | 5 vz 54320 | W% 135.422.322 o
Persenlass pemenuhan @ian B8.30% 67,540,424 69,640747 101568742
ndeks capaian |LPPD Kapupatan H00% 100% 100%: 100%
Persentase perangkat daenah
sy G ¥R Sacs i 7140% 80% 85% 90% 90%
mirimal ketegon: luntas muda 97,540 424 99640,747 101,566742
PEMERINTAHAN DAN KESE-
JAHTERAAN RAKYAT 3
Persentase prosuk hukum 8453% 6% 8% 100% 100%
dasran yeng diissitas) 123042717 125661 530 128 090 491
Ferseniase produk hukum B4 40% % a8% 100% 100%
daerah yeng dipublikasikan 123012, 717 125,661,530 128090 491
Parseniass perumusan
kebigkan kesejahteraan nfa% W00% 100% 100% 100%
masyarakat dan OPD dan pihak
-+ I 342 773,817 356,922 988
o & lannya yang ditindaidanuti 350154.710
::‘mlnlsmtl lata/ Rexperina- PenyampaianLPPD Tapat Tepat
" 62 01 Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu 97540.424. Tepat Waktu 99640.747 Tepat Waktu 101566.742. Waktu
. . Jumlah Dokumen Hasil
g:r:::r;::rrlmmstrasn Penataan Administrast S Dokumnén 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokuman
01 144 L] 01 Pemennta han R 026.450 32 427 185 3B 211162
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Jumlah Dokumen Hasil

IZ er;g:!:isan AT TA] K Pengeiniaan Admnisirasi 4 Dokumen 4 Dakumen 4 Dokumen 4 Dokuman 4 Dokumen
S Kewiayahan
o 02 o) 02 33.000.000 34.000 00D 34500.000
Fasiitasi Pelaksangan Otonomi Jumlah Dokumen Hasil Fasiltas
Dosrah alaia Bar Glonm i Daceal] 5 Dokuman 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumnen
0t 02 01 3 . * 513974 33.213 582 33 855.580
Pelak; an Kebijaia, - .
jl:l:&l‘:::aRﬂkyat liakap:Kesn anlaksanany? Kebijakan 356,922 988. 16 Doku-
m 0 0 Bidang Kesejahtaraan Rakyat 14 Dokumen 16 Dokumen 342773,817. 16 Dokumen 350.154,710. % Dokumen men
. e Jumlah Dokurmen Hasil Fasiitas
:ﬁfg?g;;ﬂgfu“" Bt Pengelolasn Bina Mental 1 Dekumen 4 Dokumen 5 Dakurmen & Dokumen 6 Dokuman
ot 0z 0z | O Spritusl 68 554 763 70030 942 71 384 507
Jumiah Dokumen Hasit Ke-
bijakan, Evaluasi, dan Capasan
Kinerja Tarkat Kesejshteraan
Sosial yang Meliguti Urusan
Polaksanaan Kebijakan, Eval- Sosia). Transmigras, Kesahatan, 12 Doku-
uasi, dan Capaian Knera Femberdayaan Perempuan dan § Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen
Terkait Kesejahteraan Sosial Periindungan Anak, Admisisiras EREE L FRRagae 384507 LIS
Kependudukan Dan Pencalatan
Sipil, Pemberdayaan Masyerakat
dan Dasa, Pengendalian
™ @ 2 | @ Penducik dan KB
Jumnlah Dokumen Hasll
Kebijakan, Evaluasi, dan
. Capaian Kinerjs Terkat
Esl:luk::ra;; Kg:g:‘:::'mneua ;(:g_e;ameraan Masyarakat yang e - e - 8 Doku-
Terkeit Kesejahteraan SN il e ea ey 0okomen: || Sflosumen: | G aizen Gl 70.030 582 Dokumen | o) a4 597 men
Mes yarsiat n Ciahraga, Pariwisala,
Pendidikan, Kebudayaan,
Perpusiakaan, Kearsipan,
0 173 02 os] Trantiburm Linmas
= Jumilah Keluarga yang Mengkull
Feangkatag; Kisptarmn Peringkatan Kesadaran
Kalln;gn) daismMegibanG U Keluarga datam Mambangun o g Kel i
svana Sama antar-Keluarga, Kerja Sams antar-Keluarga, Keluarga 2 Keluarga 4 Keluarga 3Keluarga 70.030.942 4 Keluarga T1384.597 4 Keluarga
arga, dan Kelompok Warga, dan Kal
Mas yarakat 98 Bkiea
N 02 @ 04 Masyarakat
Jumlah Keluarga yang Mengikuti
: Paningkatan Kesadaran
E:;?:::?agg_‘ Kggg::‘ea:kinarja Keluarga dalam Peningkatan
Gt R Penddikan dan Kelerampilan GKeluarga 2Keluarga 3Keluarga 4 Keluarga 4 Kejuarga
Laar:agr;‘:e}ahteraan untuk Mewujudkan Sumbar Daya 68 554 763 70 030 942 71.384. 567
Y Manusia yang Berkualdas dan
o @ ® P Berdaya Saing
::i?:::’i dan)[{corhyag Persentase Fasilitasi dan
m [ir] 03 s Koordinasi Hukum 96 43 Persen 100 Persen 369038.151. 100 Persen 376984,590. 100 Persen 384271473, 100 Persen
FRCES P AtiE Jumiah Produk Hukum Daecsh | 308 Dokumen | 226 Dokumen 350 Dokumen 375 Dokumen oy
m | @ @ | o i = 65 000,000 75,000 000 8 000000
Jurieh Kasus yang
Fasli tagi Bantuan Hukum Mendapatkan Fesiitasi Bantuan IKasus 7Kasus 8Kasus 9Kasus IKasus
0 @ @ | @ Hukaurm 65 000.000 85.000000 10000D.000
Pendeckumentasian Produk Jumiah Preduk Hukem dan 375 Doku
Hukum dan Pengalolaan Informasi Hukum 308 Dokumen 326 Dokumen 350 Dokumen 375 Dokumen T
| Pengelolaan informasi Hukum yang Didokumentas:
4] a 03 03 65 00D 000 75.000 000 85 000000
Fasilitasi Kerja Sama Daerah Terselenggaranya Kena Sama Rp Rp Rp 30 Doku-
01 ®© 04 Yana Aktif 13 Dokumen 25 Dokumen 130,053.6590 | 28 Dokumen 132 854,3280 | 30 Dokumen 135,422 322 00 men
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[] ]
fasirtas: Kera Sama Dalam m;m&mmﬂwl F:sﬁlxn 13 Dokumen 25 Dokumen 25 Dokum 30D :;l_')om-
01 02 04 01 44 702 600 45 565 553 a6 622 122
Fasiitasi Kerja Sama Loar JKL:;l:h DokwL::: Hasil Fasitlasi 5 DadTee T — 7 Dokumen 2D b
Ll 02 04 @ 42 000000 43 284 776 43 500 000
g::l:ﬂnam Pelaksanaan Kena giﬂ:;gggﬁ:ﬂ?gmamm iLaporan 1L sporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
Lyl 02 04 03 43 351.298 44 000 D00 45 000 D00
c""‘;’;::‘““"“"" e 47.60% 4800% 4830% F 4870% 48 70%
peng 123,879237 126,546708 120.992779
Nilar tingkst kematangan uni nad% 3% o A 44% e 56% 56%
pe'»guiaan DBI’W asa v
s . 128.9%2 779
Parsentase koord nasi panyam-
paian rumusan kabijakan dan
OPD dan pihak [ainya bidang 100% b 100% 100% 100%
00%
pereRonomian, pembinaan
PEREKONOMIAN DAN PEM- BUMD dan BLUD serta Surmber 167 307 555 170910.181
BANCUNAN Daya Alam 174 213750
Parsentase pemenuhan
kualifikasi dan kompetensi 3%.28% 3529%
sumber daya manusia NE7T% 2352%
29, 41% 283093417 257 985 558
pengadagn bareng/jasa 247.758 474
Persentase realisasi
pembangunan fisik dan non fissk 100% 100% 100%
yang tepat wakiu 80% 100% 128165,371 130842 730
0 03 125 4637 80
Palsksanaan Kebijakan Tr"'k";’"{’ Km."’ ey
Barskoncmian Bidang Perekonomian,
Pembinaan BUMD dan BLUD
sorta Sumber Daya Alam
™ 03 01 100% 0% 150000, 0% 120.000.000 100% 120.000.000 100%
Koordnasi,  Sinkronsasi Jumiah Dokumen Hasi
Monroring  dan Evalugss Koordinasi, Sinkronisasi,
Kebijakan Pengelolgan BUMD Monrilonng dan Eveiuasi
dan Kebijakan Pengelolaan BUMD
01 03 01 o] BLUD den BLUD * Dokumen 1 Dokumer 17 307 656 1 Dokumen 20 910 161 1 Dokumen 24 213 750 1 Dokumen
Perencanaan dan Pengawasan Jumiah Dokumen Hagil
Ekonom Mkno Perencanaan dan Pengawasan
o1 03 ot 03 ke Exonon] Mo, Kec 1 Bokumen 1 Dokumen 25 000000 1 Dokumen 25 000 000 1 Dokumen 25 000 000 1 Dokurnen
=k a— Jumlah Dokumen Hasil
Kca ash, SN ARRE A Koordinasi, Sinkronisasi dan
Evaluasi Kebijakan Evaluasi 2
Pombentukan BLUD vakiasi! Kebjakan
04 63 ot o4 Pembentukan BLUD 1 Dokumen 1 Dokumen 25 060,000 1 Dokumen 25 000 000 t Dokurmen 25 000 000 1 Dokumen
. ; Jumlah Dokumen Hasil
éﬁ;ﬁ’;’;fmm';“; . Koordnesi, Sinkronisasi dan
BUMD Evelues: Kebigkan Pendnan
o1 | o3 ot % BUMD 1 Dokumen 1 Dokuman 25 000,000 1 Dolumen 25000000 | ! Dokumen 25 000000 1 Dokumen
P 3 Teriaksananya Fasilltasi
:::::::m;nnn.:dmlmslm!l Program, Pengendalian dan
9 Evaluasi Program serta
™ 03 02 Penaeiolaan Evaluasi dan 80% 8% 125463, 780. 7% 128 165371, 90% 130.642.730. 0%
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T Pelaporan Pelaksanaan |
| Pembangunan rl
1
Fasillas) & P Jumlan Dokumen Hasil Fasiitas:
P“:f:qb:_: uﬁ::usu”" OgKA Paryusunan Program 54 Dok
n | ® oz | m . jRembangunsn: Dasgsh 54 Dokumen | 54 Dokumen | 43 547.576 54 Dokumen 43,547 576 54 Dokumen | 43 547.576 mar:
Pangendalian dan Jumiah Laporan Hasi Pengen-
Evaluas| Program dahen dan Evaluasi Program
m | o i || 1og | EDEANGHNAN Frembanglinan 12t aporan 12Lagaran 42 721.790 12Lagoran 42.721 790 12Lagoran 42721.791 12Laporan
Jumlah Leporan Hasd
Pengalolaan Evaluast dan Pangelolaan Evaluasi dan
Ee'apm’n feelaksanaay Pelgporan Pelaksanaari
embangunan
n| @ ® | m Eeqtanguntn 14Lagoran 12Lagaran 41 821 260 12Lagemn 41.821 260 12Laporan 41 824 260 12Lagecan |
Teriaksananya
Penyelenggaraan Kegiatan
Pengelolaan Pengadaan Pengelolaan Pengadaan,
Barang dan Jasa Layanan Pengadaan Secara
Elektronik dan Pembinaan
Serta Advokasi Pengadaan
n [1x] @ Barang dan Jasa 100% 100% 495516948, 1#00% 506186,833 100% 515971 118 100%
Jumiah Dokumen Hasil
Pengeintang Raggatsan Bareig Pangelclaan Pengadaan Barang
01| o ol P s den Jasa 1 Dokumen 1 Dokumen 171 930 372 1 Dokuman 171 990372 1 Dokumen 171990 372 1 Dokumen
s::g:?;:i" B" Jumlah Dokumen Hasil Lay anan
o i) i3 e Elektronik Rengedamn’s| EleRitoms 1 Dokumen 1 Dokumen 168,728 944 1 Dokumen 168728.044 1 Dokumen 168,728 045 1 Dokumen
Pembinaan dan Adwokas! Jumiah Orang yang Mengikutl
Pengadaan Bararg dan Pembinaan dan Advokasi
od )] 4 g | all ]| 22 Pengacaan:Eienang ooy Jua 1 Orang 20 Orang 165 172 316 | 2 Orang 165 172316 | % Orang 185172 316 30 Orang
Pemantauan Kabljakan Terlaksananya Koordinasi dan "
Sumber Daya Alam Evaluasi di Bidang Sumber
ol B 04 3 Dava Alam 2 Dokumen 2 Dokumen 57307 555 2 Dokumen 50910.161. 2 Dokumen 54213750, Dokumen
=== Jumlaﬁokumen Hasil
Koordinss), Sinkronisas:, den
Koordinasi, Sinkronisasi dar Evaluasi Kebijakan Urusan
Evaluasi Kebijakan Pertanian, Pertanian, Pangan, Kehutanan,
Kehutanan, Kelautan, dan Kelsutan dan Perikanan.
Perikanan Perdagangan, Perindusts
KUKM, Penanaman Modal,
4] oc] 23 vl Tenaga Kena 1 Dokumen 1 Dokumen 10 000.C00 1 Dokumen 10000 000 1 Dokumen 40 00C 00 1 Dokumen
Jumiah Dokumen Hasil
inasi, Sinkronisasi, dan
Koordngsi, Sinkronisasi dan Esglrgla:?‘ﬂeb;&an IU ru;an
E"'”B'LKeb"a;a" e Partambangan dan Sumber
5?3’” Ngan N AGKInGAD Daya Minaral, Lingkungar
Iche Hidup, Komifo, Perhubungan,
o | o oa | @ Statia, [Persandion 1 Dokumen 1 Dokurmen 10 600.000 1 Dokumen 10.000 000 1 Dokumen | 10.000.000 1Dokumen
Jumiah Dokurmen Hasil
Koordinasi, Sinkronisast, dan
.- Evaluasi Kebijakan Urusan
Koordinasi, Sinkronisesi dan Pertanian, Pangan, Kehutanan,
Evaiuasi Kebijakan Energl san Kelautan dan Penkanan,
| Al Perdagangan, Perirdlustrian,
| KUKM, Penanaman Modai,
04 o 04| o Tenaga Kena 1 Dokurren 1 Dokumen 10 0DOH00 1 Dokumen 10,080 000 1 Dokumen 40 000, D00 1 Dokumen
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e D e e .

Meningkatnya Pengen-

Lay mftas

380%

<5%

<T%

5%

dakan Inflas:

Meningkatnya
koordinass dan
fasiitasi kegatan
Tim Pangendali

Persenlasa

Pemiinaan Penataan dan
Pengkoordinasian dalam
Perumusan Kebijakan dan
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintah Daerah

100%

100%

100%

100%

100%

inflasi Daerah

01

PEREKONOMIAN DAN PEM-
BANGUNAN

Persentase rekomendasi Tim
Pengendaiian inflasi Daerah

yang dindakiamuti

Petaksanasn Kebijakan
Pergkenomian

Tedaksananya Koordinasi o
Bidang Perekonomian.
Pembinaan BUMD dan BLUD
serta Sumber Daya Alam

o1

Pengendalian dan Dstrbusi
Parakonommian

Jumiah Laporan Hasil Pengen-

dafien dan Distnbusi
Parekonomian

12Laparan

24 Laporan

150.000 ©00 24 Laporan

175 000.00C

24 Laporan

200000000

24 Laporan
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Tabel 7.1

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPD

KONDISI KINERJA pada AHKIR PERIODE

KONDISI RPIMD
NO INDIKATOR KINERJA pada
AWALPERIODE
RPOTAHUNO 2023 2024 2025 2026
1 Persentase bantuan hukum yang difasilitasi 100% 100% 100% 100%
2 Persentase Kerjasama yang Aktif —— o 76% 80% 85% 90%
Persentase pemenuhan isian indeks capaian LPPD Kabupaten 88,3% 100% 100% 100%
4 Persentase Perangkat Daerah pengampu SPM dengan capaian minimal katagon
¢ e . 2 S 71.4% 80% 85% 90%
tuntas muda
Persentase produk hukum daerah yang difasilitasi 9489% 56% 88% 100%
“Persentase produk hukum daerah yang dipublikasikan 94,4% 96% 98% 100%
7 Persentase rumusan kebujakan kesejahteraan dan OPD dan pihak lainnya yang
= -y n's 100% 100% 100%
ditindaklanjuti
Capaian pemanfaatan system pengadaan 47 6% 48% 48,30% 48.70%
Nilai Tingkat kematangan unit kerja pengadaan barang/jasa nia 3333% 44% 56%
10 Persentase koordinasi penyampaian rumusan kebujakan dari OPD dan pihak =
i ; \ . 100% 100% 100% 100%
lainnya bidang perekonomian, pembinaan BUMD dan BLUD serta SDA
11 Persentase rekomandasi Tm Pengendalian Inflasi Daerah yang ditindaklanjuti 3.8% <5% <5% <5%
12 Persentase pemenuhan kualifikas: dan kompetens.i sumber daya manusia barang
) 1,67% 2552% 29.41% 35,29%
dan jasa
13 Persentase realisasi pembangunan fisk dan non fisik yang tepat waktu 80% 100% 100% 100%
14 Penyelenggaraan administrasi perkantoran perangkat daerah secara efektif dan
100% 100% 100% 100%
efisien selama 1 tahun
15 Persentase pelayanan kedinasan kepada KDHMWHKDH serta Sekretaris Daerah 100% 100% 100% 100%
16 Persentase perangkat daerah dengan dokumen AKIP berkualitas 86,79% 100% 100% 100%
17 Persentase perangkat daerah yang melaksanakan ANJAB ABK na 10G% 100% 100%
18 | Persentase perangkat daerah/unit petayanan publik dengan mutu pelayanan B . n/a 100% 100% T100%




CASCADING KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ENDE

UNIT KERJA
PROGAM/KEGIATAN/SUB INDIKATOR KINERJA TUJUAN, PERANGKAT
TUJUAN SASARAN KODE REK. KEGIATAN SASARAN, PROGRAM (CUTCCME) DAERAH
DAN KEGIATAN (OUTPUT) PENANGGUNG
JAWAB
| Indeks kepuasan mas yarakat
| Skor kingrjg penyelenggaraan pemenntahan dagarah
" 4 a 1
:'f:’i':;lg"a'"y" e kipst yang; bergll sRiutatiel, ety Niai akuntabitas knera pemeriniah daerah
e g Niat AKIP Sekrelariat Daersh o
untabilitas
Kingsja
Penyelenggaraan admnislras: perkantoran perangkat deerah
secam sfekiif den efisien selama 1 tehun
| PENUNJANG URLUSAN Persentase pelayanan kedinasan KDH dan WHKDH s e g
1 1 PEMERINT AHAN DAERAY
KABUPATEN/KOTA Parsantase perangkat daevah dengan dokumen AKIP Urum
berkuatitas
Persenase perangkat daerah yang meiaksanakan Anjab, ABK
Persenlase perangkat dasrah/unit pelsysnan publik dengan
mut pelayanan B
1l 2 5 Perencanaan, Penganggaran dan Indeks Perencanaan,Penganggaren dan Evatuasi Kinera
Evatuasl Kinera Perangkat Daerah Perangkat Daerah
1] 2 1 ot RETsAD - ORI HAReehHAD Jurlah Dokumen Parencanaan Perangkal Daerah
Perangkat
- . P q 02 Koordinas: dan  Penyusunzn Jumiah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasii Koordinas
Dokumen  RKA- SKPD Peryusunan Dokumen RKA-SKPD
2 © Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKFPD dan Laporan Hasit
I J Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koongingsi Penyusunan Dokumen Perubshan RKA-SKPD
Baglan P&rencanaan
Jumieh Dokumen DPA-SKPD den Leporan Hasil Koordinasi dan Keuangan
1] 2 1 D4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
d (5 | Koordnasi dan Penyusunan Jumigh Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hesil
L2 Perubahan DPA- SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Koordings: dan Penyusunan Laporan Jumiah Laporan Capaign Kinera dan khiisar Realisasi Kinerja
1 2 1 06 | Capaian Kineria dan Ikhtisar Real sasi SKPD dan Laporan Hasi Koordinas! Penyusunan Laporan
Knefja SKPD Capaian Kingrja dan |khtisar Realisasi Knerjg SKPD
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07 | Evasluasi Kinerja Perangkat Dagran Jumlah Leporan Evaluase Kingrja Parangkal Deerah
Administrasi Keuangan Perangkat Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan
Dae rah
01 | Penyediaan Gajy dan Tunjangan ASN Jumiah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASM
P Penyedi.gan Administras: Pelaksanaan Jumlak Dokumen Hmsil Penyediasn Administrasi Pelaksanaan
Tugas ASN Tuges ASN
® Pglaksanaan Penatausahaan dan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penguijian/Varifikasi
Penguian/Verfikasi Keuangan SKPD Keuangan SKPD
04 Koordinasl dan Pelaksanaan Akuntansi Jumiah Dokumen Koordines dan Pelaksanaan Akuntansi
SKPD SKPD
. Jumilah Leporan Keuangen Akhir Tehun SKPD dan Laporan
Koordinasl dan Penyusunan Laporan a 5 ¢ i
o} Keuéngan Akhir Tahun SKPD Husil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Baglan Perencanaan
SKPD
den Keuangan
06 Pengeloiasn dan Penyigpan Bahan Jumiah Dokumen Bahen Tanggapan Pameriksaan dan Tindak
Tanggapan Pemetiksaan Lanjut Pemeriksaan
Koordings. dan Penyusunen Laporan Jumigh Laporsn Keusngan Bulanan! Triwulgnan/ Semesteran
07 | Keuangan Bulenary Trwulanan/ SKPD dan Laporan Koordinas: Penyusunan Laporan
Semesteran SKPD Kauangan Bulanan/Tnwulanar/Semesteran SKPD
@ Penyusunan pelapoaran dan anaisis Jumiah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi
prognosis reslisasi anggaran Anggaran
Administrasi Barang  Milik
Daerah pada Indeks Palaksanaan Administrasl Barang Milik Daerah
04 S::ay:;”"a” Perencanean Kebutthan | 1h Rencana Kebutuhan Barang Miik Daersh SKPD
(174 gzr;%amsnan Bagaqy il Dasrat Jumilah Dokumen Pengamanan Barang Miik Dasrah SKPD
® Koordinasi dan Pentaian Barsng Millk Jumiah Laporen Hasil Pernaian Barang Milk Dearah dan Hesil
Daerah SKPD Koordinasi Penitaian Barang Milik Dasrah SKPD
Pamtinasn, Pengawasar, dan
' Jumiagh Laporen Hasl Pembinaan, Pengawasan, dan Bagian Perencenaan
0 gar;%endahan Barang MEK [Dacrah) pack Pengendalian Berang Miik Daerah pada SKPD dan Keuangan
= Rekensilies dan Penyusunan Laporan Jumiah Laporan Rekgnsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang
Barang Milk Daerah pada SKPD Milik Caerah peda SKPD
06 Panatausataan Barang Mifik Daerah Jumlah Laporan Penatausahean Barang Miik Daerah pada
pada SKPD SKPD
@ Pamanfaatan Barang Milk Daersh Jumiah Dokurmen Hasii Pemanfagtan Barang Milk Daergh

SKPD

SKPD

Administrasi Kepegawaian Perangkat
Daerah

indeks Pelayanan Administrasi Kepegawalan

Rencana Strategis Daerah Kabpaten Ende Tahun 2025-2026




Peningkatan sarana dan prasarana

Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disipin

Bagian Umum

o | disipln pegawa) Pegawal
. -

@ | Pengadsan pekewan dines den amnbut Jumlah Paket Paksian Dinas beserla Alnbut Kelengkapan
kalengkapannya

® Pendataan den pengelolgan administras) | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi
kepagawaian Kepegawaian

04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Jumlah Dokumen Hesi Koordinasi dan Pelaksanaaan Sstem
Informasi Kepegawaien Informas: Kepegawaian

® Monitonng, evaluas: dan penilaian Jumiah Dokumen Monionng, Evaluas, dan Penlaien Knena
kinerja pegawal Pegawa

06 | PamulBngan pegawai yang pensiun Jumiah Pegawa Pensun yang Dipulangkan

o7 Pemulangan pegawai yang Meninggal Jumlah Laporan Hesil Permulangan Pegawal yang Meninggal
dalam Melaksanakan Tugas dajam Melaksanakan Tuges

0] Pemindahan tugas ASN Jumiah ASN yang dipindahtugaskan

09 Pendidikan den Pelathan Pegswal Jumiah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang
Berdagarkan Tugas dan Fungsi Mengkuti Pendidikan dan Pelatihan

0 Sosialisasé peratturan perundang- Jumiah Orang yang Mengikuti Sosialisas) Peraturan
undangan Perundang-Undangan

1 Bimbingan  Teknis  Implementas: Jumigh Orang yang Mengikuti Bmbingan Teknis Impiementasi
Paraturan Perundang-Uindangan Peraturan Perundang-Undangan
:mi""tm" Umum: Pérangkat Ons- Indeks Pelayanan Administrasi Umum

o Penyediaan ompenen instalasi Jumlah Paket Komponen Instalas! Listnk/Penerangan
Li strix/Penerangan Banguran Kantor Bangunan Kartor yang Disediakan

© Penyediaan Peralatan dan Jumiah Paket Peralalan dan Perengkapan Kantor yang
Perengkapan Kantor Disediakan

a3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumiah Peket Peralatan Rumah Tangga yang Disedigkan
Penvediaan Bahan togstik Kertor Jumlah Paket Bahan Laogsiik Kantor yang Disediakan

& | Peryedigen Barang Cetakan dan Jumilah Paket Bareng Cetakan dsn Penggandaan yang
Penggandaan Disediakan

06 Penyediasn 8sharn Bacaan dan Jumiah Dokumer Bahan Bacaan den Peraturan Perundeng-

| Peraturan Perundang-undangan Undangan yang Disediakan

or Penyediaan Bahan/Matenal Jumlah Paket Bahan/Matenal vang Disediekan

08 | Fasmtasi Kunyungan Tamu Jumilsh Laporan Fasiitast Kunungan Tarmu

09 | Penyelenggaraan  Rapat  Koord: Jurmiah Laporan Penyelenggaraan Rapal Koordinas! dan

10 bagian
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nas  dan

Konsuitas: SKPD

Pengadaan Barang Miik Daerah
Penunjang

Indeks Pengédaan Barang Milik Daerah pada Perangkat
Daarahb

1]

Pengadaan Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumiah Unil Kendaraan Perorangan [xnas atau Kendaraan
Dinas Jabatan yang Disediakan

Pengadaan Kendaraan Dinas
Oparasional atau Lapangan

Jumnlah Unit Kendaraan Dings Cperasioral atau iapangan
yang Disediakan

Pengadean Mebel

Jumlah Paket Mebei yang Disadiakan

Pengadaan Peralatan dan Mesin
Lannya

Jumlah Unil Peralatan dan Mesin Lainnya yeng Dsedakan

Bagian Parencanaan
dan Keuangan

Penyedlaan
Urusan

Josa Penunjang

Indeks Penyedlaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

Peryadiaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah Laporan Penyediaen Jasa Surat Menyurat

Penyetiaan Jasa Kemunkas, Sumber
Daya Ar dan Letrik

Jumiah Laporan Panyediaan Jasa Kormunkasi Sumber Daya
Ar dan Listrik yang Di sediakan

Penyediaan Jase Peraiatan dan
Perlengkapan

Jumieh Leporen Penyediaan Jase Perslatan dan Perlengkapan
Kartor yang Disediakan

04

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Kantor

Jumlgh Laparan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
yang Disediekan

W bagian

Pemellharagn Barang Millk Daerah
Penunjang

Indeks Pemeliharasn Barang Millk Daerah pada Perangkat
Daserah

Penyediaan Jasa Pemeibarsan, Biaya
Pemaliharaan, den Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dings Jabatan

Jumian Kendaraan Perorangan Dinas etsu Kendarean Dinas
Jatatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

Penyediaan Jasa Pemelharasn, Bigya
Pemeliharaan, Pajgk dan Perizinan
Kendaraan Lines Operasional atau
Lapangan

Jumiah Kendaraan Dinas Operasional ateu Lapangan yang
Dipelinera dan tibayarkan Papk den Perznannya

5

Pemeiihacaan Mebel

Jumlah Mebel yarg Dipethara

08

Pemeilharaan Peralatan dan Mesn
Lainya

Jumlah Peralatan dan Mesn Lainnya yang Dipelihara

07 | Pemelharazn Asel Tetap Lainnya

Jumizh Aset Tatap Lannya yang Dpetihara

10 bagian
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Pemeiiharaan/Rehakilitasi Gedung

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang

1 % | Kentor dan Dipetinera/Direhabilitasi
Pemellharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Jumiah Sarana dan Praserana Gedung Kantor atau Bangunan
g 10 | Prasarans Gedung Kartor atau . ;
Bengunan Lainnya Lainnya yang Dipelihera/Direhabilitast
3 1 ;g:::‘;:f;;ﬁz:ﬁ:g%ﬂdi:gmgnﬁ Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau
elau Bangunan Lainnye Bangunan Lainnya yeng Dipelihara/Dirghabiitasi
" | Administrasi Keuangan dan Indeks Pelayanan Keuangan dan Operasional KDH dan
Operasional KHepala WKDH
Penyediaan Gay dan Tunjangen . .
Jumiah Orang yeng Menerima Gaj dan Tunjangan Kepala
11 [J| 01 | |kepata. Baerapdaor Vgl Kepeta Daergh dan Wakil Kepala Daerzh
Deerah
i i ifn?l.:draalgn|k::ak:iazapalljam%‘aerac:\m Jumiah Paket Paksian Dinas dan Atribut Kelengiepan Kepais
Feny Daerah dan Wakil Kepaia Daerah yang Disediakan
dan Yvakil Kepaia Baglan Perencanaan
dan Keuangan dan
] Bagian Umum
sl ﬁ:‘“k;a'g::mrzf%ﬁf‘ 2 Jumiah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala g
pa B Dasrah dan Wakii Kepsla Daersh
Daerah
Penyediagn Dara Perunjang ;
; Juriah Qrang yeng Menerime Dana Penungang Operasional
1 04 | Operasiona) Kepala Daerah dan Wakii .
Kepala Daeran Kepale Daerah dan Wakil Kepala Daerah
2 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekreter- | | .o Focili tasi Kerumahtanggaan Sekratariat Daersh
iat Daerah
12 o Penyediaan Kebutuhan Rumah Tang- Jumlah Paket Kebutuhen Rurmah Tanggs Kepala Daerah yang
ga Kepsla Disediakan
Panyedisen Kebuluhan Rumah Jumigh Paket Keoutuhsn Rumeh Tengga Wakil Kepala Daerah .
21 % | yangga ekl Yang Disediakan Beglan: inum
12 o Penyediaan Kebutuhan Rumah Jurniah Paket Kebuiuhan Rumah Tangga Sekretariat Caerah
Tangga yang Disediakan
Persentase capaian kinera dan reformasi birokrasi
03 Benatasy Organisss| Pemerintah Daerah dan Perangkat Daetah
Persentaze capaian penalsan anaisis [anaian, enghsis beban
kerja, evalussi jabatan dan kelembagaan
Persentase capaian penataan pelayanan publik dan
kelstalaksanaan Baglan Organisasi
" o1 Pengelolaan Kelembagaan dan Anaksis Jumiab Dokumen Pangelolaan Ketsmbagean dan Analisis
Jabatan Jabatan
13 @ Fasilitagi Pelayanan Publik dan Tata Jumiah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Pubik dan Tata

Laksana

Laksang
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Femngkatan Knerja den Reformas

| ' . - y
| 13 1} Birokrasi Jumiah Dokumen Peningkalan Kinena dan Reformas: Birokrasi
| Mondering, Evaivasi den i
! Jumiah Dokumen Monstoring, Evaluasi dan Pengendalian
13 || @ | Rengendajan juakias Relayana Kualitas Pelayanan Publk dan Tata Laksana
Publik dan Tata Laksana
I 3 & Koordinasi dan  Penyusunan Leporan Jumiah Dokumen Xoordinasi dan Penyusunan Laparsn Kinerja
Kinerja Pemerintah Daersh Pemerintah Daerab
u Pelaksanaan Protokol dan Terlaksananya Fasilitas| Keprotokolan dan Kemunlkasl
Komunikasi Pim pinan Pimpinan
Lt o Fasilitesi Xeprotckolan Juriah Laporen Hasd Fasilitasi Keprotokolan
’ ; T i Bagian Protokol dan
| “ 1] Fasibtasi Komunikas: Pimpinan Jumiah Leporan Hesl Fasilitasi Komunikast Pimpinan Komunikasi Pimpinan
14 03 | Pendokumentesian Tugss Pimpnan Jumiah Laparan Pendekumentasi an Tugas Pimpinan
Indeks kepuasan masyarakal
= 3
Meningkatnya birckrasi yang tersh, akuntabel, efektl dan Skor kinerja penyelenggaraan pemerintahan daeerah
sfaien Nilai akuntabilitas knena pamerintah daersh
indeks Kepuasan masyarakal
Meningkatnya
pembinean,
penataan den
pengkoarcinasian Persenlase pembinaan, ponataan dan pengkoordines:an dalam
dalam perumusan !
;e perumusan kebijakan dan penyslenggaraan urusan
kebijakan dan pemenntahan daerah
penyelenggaraan
urusan
pemerintahan
daerah
Parsentase bantuan hukum yang difasiltasr
Persartase kerjpsama yang aktif
Persentase pemsnuhan san indeks capasn LPPD Kabupaten
Persentase perBngkat daersh pengampu SPM dengen capaian Aslsten Pemetintahan
PEMERINTAHAN DAN KESE- minime! katagor: tuntas muds Zan Hesajahteraan
JAHTERAAN RAKYAT
Rakyat
Parsentass prosuk hukum daergh yeng difesiktasi
Persentase produx hukum daerah yang dipublikasikan
Persentase perumusan kebijskan kesejahtergan mas yarakat
darl OPD dany phak simnya yeng ditindsklanjuti
1 Administrasi Tata Pemerintahan Panyampatan LPPD Tepat Waktu
1 o1 Penataan Adminisirasi Pemerintahan Jumiah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemenntahan Bagian Pemerintahan
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@ | Pengakiaan Adminstrasi Kewlayahan

Jumiah Dokumen Hasil Pengelolaan Administras: Kewiayahan

@

Fasiitasi Peiaksanaan Oionomi Daerah

Jumlah Dokumen Hasil Fasiitas: Pelaksanaan Otonomi Daerah

Pelaksanaan iKebijakan Kessjahter-
aan Rakyat

Teriaksananya Kebijakan Bidang Xesejahteraan Rakyst

Fasiitas) Pengelolaan Bna Mentsl
Spirituat

Jumiah Dokumen Hasil Fagililes: Pengeloiaan Bina Mental
Spiritual

Pelaksanaan Kebijakan, Evaluas:, dsn
Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan
Sosial

Jumiah Dokunen Hasil Kebijakan, Evaluasi. dan Capaign
Kineng Terksil Kesojahtersan Sosal yang Meliputi Lirusan
Sosial, Transmigrasl, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan
dan Perindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan
Pancatatan Sipil, Pemberdayaan Mes yarakal dan Desa, Pen-
gendalian Penduduk dan KB

Pualeksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan
Capa an Knerja Terkat Kesejghlaraan
Mas yarakat

Jumiah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluas:, dan Cagaian
Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Maliputi
Urusan Kepgmudaan dan Ol ga, P 8, Pendidikan,
Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantbum Linmas

Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam
Membangun Kerja Sama antar-
Keluarga, VWarga, dan Kelompok

Mas yarakat

Jumiah Keluarpa yang Mengikuti Feningkatan Kesadaran
Keluarga dalam Membangun Kerja Sama entar-Kaluargs,
Warga dan Kelompok Masyarakat

Pelaksanasn Kebiakan, Evaluasi, den
Capalan Knerja Terkat Kesajahisraan
Masyarakat

Jumiah Keluarga vang Mengkuli Peninghatan Kesadaran
Keluarga dalam Peningkalan Pendidikan den Keterampitan
untuk Mewuudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualites

Bagian Kessjahleraan
Rakyat

Fasilltasi dan Koordinasi Hukum

Persentase Fasilitast dan Moordinasl Hukum

Fasires Penyusunan Produk Hukum
Deaerah

Jumlah Produk Hukum Daergh yang Disusun

7]

Fasilitasi Bantuan Hukum

Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum

Pendokumentasian Produk Hukum dan
Pengelalaan Informasi Hukum

Jumlah Produk Hukum dan Pangsiolasn informas) Hukum yang
Didokumentasi

Bagian Hukum

Fasili tasi Kerja Sama Daerah

Tersslenggaranys Kerja Sama Yang Aktif

Fasiitasi Keqja Sama Dalam Negen

Jumiah Dokumen Hasil Fagitas Kera Same Dalam Negen

Fashiasi Kerja Sarma Luar Meger

Jumiah Dokumen Hasil Fasinas) Kena Sama Luar Negen

Evaluasi Pelaksansan Kera Sama

Jumianh Laporan Hasi Evaluasi Peiaksanaan Kerja Sama

Bagian Pemerintahan

PEREKONCMIAN DAN PEM-
BANGUNAN

Capaan pemanfasten sisern pengadaan

Nilai lingkat kematangan unit kerja pengedaan bearang/jasa

Persartase koordinasi penysm palan sumusan kebigkan dan

Asisten Perekonocmilan
dan Pembangunan
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OPD 2an pihak lanye bdang perekonomian, pamb.nagn
BUMD dan BLUD serta Sumber Daya Alam

Persentase pamenuhan kuahfikas dan kompetensi sumber
daya manusia pengadaan baranglj asa

Persentase reaksas pembangunan fisk dan non fisik yang
tepat waktu

Peisksanaan Kebyakan Perekonomi-
an

Terlaksananya Koordinasi di Bidang Perekonomian,
Pembinaan BUMD dan BLUD serts Sumber Daya Alam

Koordingst,  Sinkromsasi,  Monilofing
dan Evaluasi Kebijakan Pengelolasn
BUMD dan

Jurlah Dokumen Hesil Koordinas: Sinkronisasi, Monilonng
dan Evaluasi Kebijpkan Pengelolzan BUMD dan BLUD

Perencanaan dan Pengawasan
Ekonomi Mkro

Jumiah Dokumen Has) Perancanaan dan Pengawasan
Ekenomi Mikro Kecl

Koordinas, Sinkronisas: dan Evaluasi
Ketvjakan Pembentukan BLUD

Jumiah Dokumen Hasil Koordinas: Simkronisasi dan Eveluasi
Kabijakan Pembentukan 8L UD

Koordinasi, Sinkronisesi dan Evaluasi
Kebijakan Pendirian BLIMD

Jumiah Dokuman Hasil Koordinasi. Sinikrormsas: dan Evaluasi
Kebijakan Pendinan BUMD

Baglan Perekonoimian
dan Sumber Daya Alarn

Pelak 1 Administrasi Pem-
bangunan

Teriaksananya Fasili tagi Program, Pengendalian dan
Evaluasi Program serta Pengsiolaan Evalussi dan
Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

Fasizasi Pemyusunan Program Pem-
bangunan

Jumiah Dokumen Hasil Fasiltas) Penyusunan Program
Pambangunén Daerah

Pengendalian dan Evaluasi

Program

Jumlah Laporan Hasd Pengendalien dan Evaluesi Program
Pembangunan

Pengelolaan Evaluas dan Pefaporan
Pelaksanean

Jumish Laporan Hasl Pengeiolaan Evaluasi dar Pelaporan
Palaksanaan Pembangunan

Baglan Administrasi
Pembangunan

Pengefclaan Pengadaan Barang dan
Jasa

Terlaksananya Peanyelengg Kegiatan Pengeiol
Pengadaan, Layanan Pengadasn Secara Elektronik dan
Pambl Sarts Advokas! Pengadasn Barang dan Jaea

1]

Pangelolaan Pengadaan Barang dan
Jasa

Jumiah Dokumen Hasil Pengeloisan Pengadaan Barang dan
e

Pengakciaan
Secern

Layanan  Penpadaan

Jumlah Dokurmnen Hasil Layanan Pengadaan Secera Elekironik

Pembinaan dan Advokasi Pengadaan

Jumiah Orang yang Mengkutt Pembinaan dsn Advokasi

Bagian Pengadaan
Barang dan Jasa
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Barang den Pengedaan Barang dan Jasa

Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Tertaksananya Koordinasi dan Evaiuasi di Bidang Sumber
Alam Daya Alam

Jumiah Dekumen Hasil Koardinasi, Sinkron sast, dan Evaluasi
Kabijakan Urusan Pertamsn, Pangan, Kehulanen Kemsutan
dan Penkanan, Perdagangan, Penndustrian, KUKM,
Penanaman Modal, Tenaga Kena

Koordinas:, Sinkromisas: dan Evaluasi
F4 1 il 2 4 o1 Kebijakan Partanian, Kehutanan,
Kelautan, dan Perikansn

Koorginast Sirkeorisasiitiay Evaluasi Jumiah Dokumen Hasil Koordnas,, Sinkronisasi, Gan Evaluas
. valuasi Kebijakan Urusen Pertambangen dan Sumber Daya Mineral. Bagian Parekonemian

4 t 3|z 4 173 Kebijaken Partambangan dan 3 ¥ - 2
Lingkunigan Hidup t?i';ﬂ?:ﬁ Hidup, Keminfo, Pernubungan, Statistk, dan Sumber Daya Alam

Jumiah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi. dan Evaluast

4 1 4 2| 4 ® Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijgkan Urusan Pertanign, Pangan, Kehutanan, Keiautan
Kebijakan Enarg dan Ax dan Perkanan, Perdagangen, Penndustrian, KUKM,
Penanaman Modal Tenaga Kerja
Meningkatnya Pengendalian Inflasi Laju inflasi
Meningkatnya
koordinas! dar Persentase Pambinaan, Penataan dan Pangkoordinasien dalam I
fasiltasi kegatan Perumusart Kebiakan dan Penyelenggaraan Urusan
Tim Pangendaii Pemerintah Daerah
Inflasi Dagrah
% 3 PEREKONOMIAN DAN PEM- Persentase rekomendasi Tim Pengendalian Infiasi Daerah Agisten Parekonomian
9 BANGUNAN yang di tindaklanjuti dan Psmbangunan
al1lalz 1 Felaksanaan Kebijakan Perekonomi- Terlaksananya Koordinasi d Bidang Perekonomlan,
an Pambinaan BUMD dan BLUD serta Sumber Daya Alam
a0l . 1 ® Pengendalian dan Distribus: Jumiah Laporan Hasil Pengendahian dan Distribusi Bagian Parekonomian
Perekonomian Perskoromian dan Sumber Daya Alam
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BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Ende tahun 2025-
2026 yang berisi visi, misi, strategi, kebijakan dan program serta kegiatan prioritas
pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah selama kurun
waktu 3 tahun merupakan pedoman bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Ende,
stakeholders terkait dan masyarakat dalam melaksanakan penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembanguhan dan pembinaan kemasyarakatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, diamanatkan bahwa pengendalian dalam kebijakan perencanaan pembangunan
dan pelaksanaan rencana program dan/ atau kegiatan dilakukan oleh SKPD sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya. Sementara pemantauan pelaksanaan program dan/
atau kegiatan oleh SKPD meliputi realisasi pefcapaian target, penyerapan dana dan
kendala yang dihadapi.

Demikian Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-
2026 untuk dijadikan landasan dan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsi untuk dilaksanakan selama 2 (dua) tahun kedepan.

‘
UPATI ENDE
P \




